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RINGKASAN

Alifah - Nur Rahmayani, Hukum Administrasi Negara, kédtas Hukum
Universitas Brawijaya Malang, Maret 2016, EFEKTIARS PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
TERKAIT PERMOHONAN  IZIN MENEBANG POHON OLEH
PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas Kehutanan Dan Peahaan Kayu
Kabupaten Malang), Dr. Istislam, S.H, M.Hum., DroiM Fadli, S.H, M.Hum.

Pada skripsi ini, penulis menulis tentang efeldsfipelaksanaan undang-undang
terkait tentang perizinan menebang pohon. Bumi lsisamakin memanas dan
tidak seperti dahulu kala akibat polusi yang tidialpat diserap lebih banyak lagi
oleh pepohonan yang semakin berkurang. Dalam kaaskgzerti ini, manusialah
yang memiliki peran utama dalam perubahan kondisiikkita. Dapat dikatakan
bahwa manusia yang mengakibatkan perubahan yaag desam bumi ini. Tidak
dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat tegparh dengan keadaan bumi
saat ini. Perubahan yang sangat drastis dan beraesgan cepat ikut
memperburuk situasi kehidupan umat manusia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945alp33 ayat (3)
menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yanganhdung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran
rakyat.” Sehingga apa saja yang terdapat di bunadalah hak milik masyarakat
Indonesia.

Maraknya penebangan liaill€gal logging) di Indonesia telah meresahkan
masyarakat Kab. Malang. Dampak dari penebanganniigelah dirasakan oleh

semua pihak. Maraknya becana banjir saat ini adsdddth satu dampak buruk
dari penebangan liar itu sendiri. Selain itu adampgnbakaran hutan yang
dilakukan untuk maksud tertentu oleh oknum-oknumgydidak bertanggung

jawab. Dampak dari pembakaran hutan liarpun tidakatk bahaya dengan
bencana banjir. Pencemaran udara dan polusi yantpk&e buruk akibat

pembakaran hutan liar adalah salah satu terburukpalenya. Maka dari itu

dibutuhkan hukum untuk mengatur penebangan se@arani. Adanya syarat-

syarat tertentu adalah salah satu usaha pemexntak melindungi lingkungan

hidup. Tujuan dari perlindungan hutan yang dilakukéeh pemerintah bertujuan
untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Unty@gmasih banyak pihak-

pihak perusahaan kayu yang bertanggung jawab deseda untuk mengikuti

syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah. Seaingu dapat membantu
menjaga kelestarian lingkungan hidup.
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SUMMARY

Alifah Nur Rahmayani, Administrative law University Brawijaya University of
Law, March 2016, EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OEAW
NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY RELATED APPLICATIONOR
LICENSE BY THE COMPANY WOOD felling trees ( Studiesthe Department
of Forestry and Wood Company Malang ). Dr. Istisl&rH, M.Hum., Dr. Moh.
Fadli, S.H, M.Hum.

In this thesis , the author writes about the eifecimplementation of related laws
of a permit to cut down trees . Earth is gettingrmer, and not as of yore
pollution that can not be absorbed more by thestree the wane . In these
circumstances, it is people who have a major nolehanging conditions of our
earth . It can be said that human-induced changdbe Earth 's great . It is
Inevitable that our lives are deeply affected bg turrent state of the earth . A
very drastic change and change quickly come toaagge the situation of human
life.

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1%®&stion 33 subsection ( 3)
states : "The earth and water and natural resow@etsined in it are controlled
by the state and used for the welfare of the pebfle what is there on this earth

is right belongs to the people of Indonesia.

lllegal logging (illegal logging) in Indonesia haseen troubling the people
Malang Regency. The impact of illegal logging hasibfelt by all sides. The rise
becana current floods are one of the adverse sffidcthe illegal logging itself.
Besides the forest fire that made for a specifippse by rogue elements who are
not responsible. The impact of forest fires liarpnless danger by floods. Air
pollution and pollution is getting worse due teeghl forest burning is one of the
worst effects. Thus the law is needed to regulais tllegal logging. The
existence of certain conditions is one of the gonent's efforts to protect the
environment. The purpose of forest protection bg tjovernment aimed at
stabilizing the lives of living beings. Fortunatelhere are many parties



xii

responsible timber companies and are willing téofelthe terms proposed by the

government. So that it can help preserve the enmemt
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A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, bumi sudah semakin memdaa tidak seperti
dahulu kala akibat polusi yang tidak dapat disdetph banyak lagi oleh
pepohonan yang semakin berkurang. Dalam keadaaartisep, manusialah
yang memiliki peran utama dalam perubahan kondigmibkita. Dapat
dikatakan bahwa manusia yang mengakibatkan perobgdyag besar dalam
bumi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupartaksangat terpengaruh
dengan keadaan bumi saat ini. Perubahan yang sdragtis dan berubah
dengan cepat ikut memperburuk situasi kehidupant umremusia. Sebagian
besar umat manusia tidak menyadari bahwa hidupegang terancam akibat
kondisi bumi yang sudah semakin parah atas ulatusmaitu sendiri, mereka
justru secara tidak langsung menyalahkan keadaani bw dan tidak
menyadari bahwa ini semua akibat dari ulahnya serkiebanyakan orang
berusaha untuk menyalahkan keadaannya dan tidalyesen perbuatannya.
Banyak orang memilih pindah ke kota yang lebih lseid Indonesia banyak
terdapat kota-kota sejuk, salah satunya adalahgabo Malang.

Kabupaten Malang dulu adalah salah satu daerah tghkgnal dengan
kesejukannya selain Kota Bandung. Masyarakat lehgmilihmendatangi
Kabupaten Malang hanya untuk menikmati udara sgakHampir setiap hari
kita dapat melihat embun pagi hari. Udara sejuk damisili yang nyaman
adalah idaman semua orang. Semua orang banyak guenigkesejukan dan

kenyamanan Kabupaten Malang. Tetapi semakin ber&kegrnya zaman,
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populasi semakin banyak dan keadaan udara tidagrtsejulu kala akibat
berkembangnya populasi manusia dengan cepat dak didnbangi dengan
penanaman seribu pohon yang maksimal. Sudah tidakeenbun pagi hari
yang menyejukkan di Kabupaten Malang. Udaranyapuials tidak jauh beda
dengan kota-kota yang memiliki udara normal yamy ldanya yang berada di
pegunungan saja yang masih memiliki udara sejulpertie Kota Batu.
Kabupaten Malang hanya memiliki udara sejuk disaat-tertentu saja tidak
setiap hari seperti dulu kala. Pemerintah pusatpiamerintah daerah sudah
berusaha untuk melindungi kesejahteraan lingkundmmgan berbagai cara,
salah satunya dengan membuat beberapa Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 124al@33 ayat (3)
menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yarkphdung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran
rakyat.” Sehingga apa saja yang terdapat di bumiagalah hak milik
masyarakat Indonesia

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungatupdpasal 1
angka 9 menyebutkan: “Sumber Daya Alam adalah ulsgkungan hidup
yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayatg secara keseluruhan
membentuk kesatuan ekosistem.” Kemudian Pasal 22 (&y “setiap usahan
dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadgkuhgan hidup wajib
memiliki amdal.”Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) nanykan: “Setiap
usaha/dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal dJKL-UPL wajib

memiliki izin lingkungan.” Kemudian dalam pasal 8@at (4) pada UU yang

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T4845
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 41 Tahun 199@rtgrehutanan
menyebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuamsékosberupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didomipapohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengamyk tidak dapat
dipisahkan.” Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwadidytroduksi adalah
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok mempsidukan.®

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehnpasal 47
“perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakamusatuk :

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan, hidn hasil
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusiakigtebakaran, daya-
daya alam, hama, serta penyakit; dan

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyardén
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hum&estasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan.Hutan

Pasal 50 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentangut&ean
menyebutkan®:

“(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana daangaperlindungan
hutan.

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemaafadeawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfdetaih kayu dan
bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan ldgm bukan kayu,
dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kéars&utan.

(3) Setiap orang dilarang :

a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendkdwesan
hutan secara tidak sah;
b. Merambah kawasan hutan;
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutaradeadius
atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan lkandn sungai di
daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak gain
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang;

?Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkatjeup
3Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

“Lihat Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 199rg Kehutanan
*Lihat Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 198ng Kehutanan
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6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tggirdan pasang
terendah dari tepi pantai.
d. Membakar hutan;
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasih hdit
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pafalyang
berwenang;.”
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Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan d
Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 1 angka 3 gkge bahwa
“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau penboaeusak hutan melalui
kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan htaapa izi atau
penggunaan izin yang bertentangan dengan maksutujam pemberian izin
di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yaladn ditunjuk, ataupun
yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerfiftalaih pemerintah
pusat, pemerintah daerah Kabupaten Malang juga atententang wilayah

dan penataan hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 28itarig Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang pasal 4: “Patéang untuk kawasan

budidaya sebagaimana pasal 33, meliguti :

a. Kawasan hutan produksi;
b. Kawasan hutan rakyat.

Kawasan hutan produksi seluas 45.239,90 Ha atabl%3,dari luas
Daerah dan terletak di 24 Kecamatan di seluruh allaeseperti yang
disebutkandalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupééng No 3 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatalang. Semakin

®Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegddia Pemberantasan Kerusakan
Hutan
"PERDA Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentafB\W Kabupaten Malang
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banyaknya wilayah yang dapat ditebang juga dapahpeagaruhi beberapa
perusahaan yang ingin menebang kayu yang adaah hertsebut.

Di wilayah Malang ini banyak sekali perusahaamniture yang ada.
Kayu-kayu yang didapatpun tidak hanya dari luarralaetetapi juga dari
wilayah Malang sendiri. Keadaan yang medesak mebgikian banyaknya
penebangan liar yang terjadi saat ini. Penebangam&n pembakaran hutan
sering dilakukan untuk mendapatkan kayu-kayu yamgidgkan secara legal.
Semakin banyaknya masyarakat yang seakan serakamelagesampingkan
kemakmuran rakyat yang diinginkan sesuai dengan Wé#gara Republik
Indonesia 1945. Upaya-upaya pencegahan kerusakan pkdestarian
lingkungan hidup terus dilakukan oleh pemerintairaPpelanggar Undang-
Undangpun terus diberi sanki supaya mereka jeratidak mengambil hak
orang lain.

Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan di bitangureadalah
salah satu faktor pendukung berkurangnya lahan hme@m di bumi ini.
Keadaan ini bukan sepenuhnya salah dari perusdbesebut, tetapi keadaan
ini juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya petaan dari masyarakat
yang konsumtif. Keadaan ini semakin memaksa peass#hrniture tersebut
untuk menyediakan bahan yang sebagian besar adajahokal. Hal ini jelas
bersangkutan dengan semakin banyaknya perusahaan yang ada di
Indonesia, terutama di wilayah Malang.

Perusahaan kayu tersebutlah yang bertugas untulyedi@akan bahan
berupa kayu-kayu lokal. Sehingga mau tidak mau gadraian kayu tersebut

harus semakin banyak menebang kayu-kayu tertertitk unemenuhi pasar.
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Tentunya untuk melakukan penebangan tidak sertdant&pat melakukan
dengan mudah. Dibutuhkan segala macam proseduair@ariuntuk menebang
kayu-kayu tersebut. Perusahaan kayu tersebut jugashmematuhi dan
menjalankan prosedur perizinan dengan sungguh-stinggpabila ingin
melakukan penebangan kayu pada lahan tertentuaf&#dri maraknya pihak
yang menginginkan untuk mendapatkan kayu-kayu golimaka tidak sedikit
pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tilmleh pemerintah
daerah.

Maraknya penebangan lialégal logging)di Indonesia telah meresahkan
masyarakat Kabupaten Malang. Dampak dari penebariganini telah
dirasakan oleh semua pihak. Maraknya becana lsagirini adalah salah satu
dampak buruk dari penebangan liar itu sendiri. iSata adanya pembakaran
hutan yang dilakukan untuk maksud tertentu olehuokioknum yang tidak
bertanggung jawab. Dampak dari pembakaran hutgyuliatidak kalah bahaya
dengan bencana banjir. Pencemaran udara dan paogi semakin buruk
akibat pembakaran hutan liar adalah salah saturigklslampaknya. Maka dari
itu dibutuhkan hukum untuk mengatur penebanganraelar ini. Adanya
Syarat-syarat tertentu adalah salah satu usaharipémheuntuk melindungi
lingkungan hidup. Tujuan dari perlindungan hutamgyadilakukan oleh
pemerintah bertujuan untuk menstabilkan kehidupa@khtuk hidup.
Untungnya masih banyak pihak-pihak perusahaan kang bertanggung
jawab dan bersedia untuk mengikuti syarat-syaratgyaliajukan oleh
pemerintah. Sehingga itu dapat membantu menjagestiaeian lingkungan

hidup.
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Untuk menuliskan sebuah karya ilmiah sangatlah ktigaudah dan

seringkali mempertanyakan hal ini dengan keorigasdn dari sang penulis.

Maka disini penulis menyebutkan penelitian terdahylang sama atau

memiliki topik yang sama dengan penulis.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan

Resort Berau.

No Tahun Nama Peneliti Judul Rumusan Keterangan
Penelitian| dan Asal Instansi Penelitian Masalah
1 2013 Hendro Penegakan 1. Bagaimana | Perbedaann
Kusmayadi Hukum bentuk — ya dengan
Program Stud| Dalam bentuk atay penelitian
Magister lImu| Penyidika modus yang
Hukum  Fakultag n operanditinda | peneliti
Hukum Terhadap k pidana| lakukan
Universitas Tindak peredaran adalah
Brawijaya Pidana kayu  tanpa penelitian
Malang Peredaran izin di | sebelumnysg
Kayu wilayah adalah
Tanpa Izin hukum lebih
Di Kepolisian kepada
Wilayah Resort Berau? penegakan
Polres . Bagaimana | hukumnya.
Berau penegakan Sedangkan
hukum dalam yang
tingkat peneliti
penyidikan lakukan
yang adalah
dilakukan lebih
dalam kepada
menganggula | syarat-
ngi maraknya syarat
tindak pidang untuk
peredaran mendapatk
kayu  tanpd an izinnya.
izin di
wilayah
hukum
Kepolisian
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— 2 | 2015 Bimbi Pratiwi Sistem 1. Apa yang| Perbedaann

> Jurusan Imy Penegakan  menjadi ya dengarn

-y Hukum Fakultag Hukum kendala dalam penelitian

e Hukum Terhadap sistem yang

- Universitas Tindak penegakan peneliti

= Brawijaya Pidana hukum lakukan

— Malang lllegal terhadap adalah
Logging tindak pidang penelitian
(studi  di illegal logging| sebelumnya
KPH di adalah
Bojonegor Bojonegoro? | lebih
o Perum 2. Apa upaya kepada
Perhutani yang penegakan
Unit Il dilakukan hukumnya
Jawa untuk terhadap
Timur dan mengatasi illegal
Kepolisian kendala dalam logging
Resort sistem Sedangkan
Bojonegor penegakkan | yang
0) hukum peneliti

terhadap lakukan

tindak pidang adalah
illegal logging| lebih

di kepada
Bojonegoro? | syarat-
Syarat
untuk
mendapatk
an izinnya

Sumber : Diolah dari data sekunder bulan Septen2ibds

Tidak semua perusahaan kayu melakukan penebangamaskegal,
banyak juga perusahaan kayu yang melakukkanyaadegal. Oleh karena itu
penulis menganggap bahwa perizinan penebangan &dslah topik yang
sangat menarik untuk diteliti dan diangkat sebagduah karya ilmiah untuk
memenuhi syarat memperoleh sarjana hukum di Uniaer8rawijaya Kota
Malang dengan mengangkat juddEFEKTIFITAS PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG

KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN MENEBANG POHON
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan izin menebang pohon di Kdoupéalang?
2. Apakah pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupsi&iang sudah
efektif?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan pegabapohon di
Kabupaten Malang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaanmeinebang pohon di
Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaanmezmnebang pohon di
Kabupaten Malang sudah efektif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendaland pelaksanaan
penebangan pohon di Kabupaten Malang.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitiandalad :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah smgdn ilmu yang
berguna dalam ranah Hukum Administrasi Negara kdmgidalam bidang

perizinan terkait dengan penebangan pohon.
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2. Manfaat Praktis

a.

Bagi Dinas Kehutanan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu wadatuk mengetahui
kendala yang dialami perusahaan kayu untuk menkiapaizin

menebang pohon.

. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penging#&tki semua orang
supaya tidak melakukaiiegal logging dan masih banyak perusahaan

kayu yang melakukannya dendagal

. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahambsu ilmu
pengetahuan dalam ranah hukum khususnya bidangntAkiministrasi

Negara tentang perizinan menebang pohon.

E. Sistematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

Bab | berisi latar belakang, rumusan masalah yateditg tujuan
dari adanya penelitian dan manfaar penelitian adgpwaktu yang

akan datang.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Bab Il berisi kajian umum yang di dalamnya terdapab pokok
bahasan yang mengkaji, membahas dan memuat argasnémiah,
teori atau doktrin mengenai tinjauan umum tentarfgktiitas

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 rfgnta
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BAB Ill : METODE PENELITIAN
Bab Il berisi mengenai jenis penelitian, metodadekatan, lokasi
penelitian, jenis data, sumber data, teknik penguampdata, analisis
data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab IV berisi mengenai pembahasan terhadap fokjignkakripsi
yang membahas terkait dengan Pelaksanaan untukapesiRdn izin
menebang pohon yang dilakukan oleh perusahaangheas kayu
yang berada di Kabupaten Malang tentang penebakaan yang
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kayu terssmaralegal
atau resmi dan dilakukan studi di Dinas Kehutanalay&h Malang
Raya, sehingga ditemukan kendala, kemudahan magyarat
hingga ke instansi terkait tentang pelaksanaartézsebut.

BAB V : PENUTUP
Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitiang/daelah ditulis
oleh penulis tentang Pelaksanaan lIzin Menebang rPdleohadap
Perusahaan Kayu Tentang Penebangan Kayu sdaagal Di
Kabupaten Malang dan juga saran-saran yang dikekankaleh
penulis untuk mayarakat, hingga instansi terkaérggenelitian ini

dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat.
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A. Kajian Umum Tentang Efektifitas

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dakum, maka kita
pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturamhibikuitaati atau tidak
ditaati, tentu saja, jika suatu aturan hukum ditabth sebagian besar target
yang menjadi sasaran ketaatanya, kita mengatakamabaturan hukum yang
bersangkutan adalah efektif.

Suatu aturan hukum harus keadaan valid terlebiblddiaru diketahui
apakah aturan tersebut berjalan efektif. Agar hukarsebut dapat menjadi
valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima aiedsyarakat. Demikian
sebaliknya, bahwa agar dapat di berlakukan terhadagyrakat, maka suatu
kaedah hukum haruslah merupakan hukum valid atgiieteate. berlaku
efektif berarti bahwa orang benar-benar berbuataedengan norma-norma
hukum sebagaimana mereka harus mengikat, bahwaanrmma itu benar-
benar dapat di terapkan dan di patuhi

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakeatu kaidah
hukum yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatorma merupakan hal yang
tergolong kedalam yang seharusr(gas sollen) sedangkan efektifitas suatu
norma merupakan sesuatu dalam kenyat@das sein)lentang kefektifan
berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbhegisi pandangan
sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaastiyisme atau penganut

teori hukum dasafgrundnorm) tidak banyak menjadi soal karena suatu norma
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8Munir Fuady,Teori-teori Besar Dalam |Imu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2013), him. 116.
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sangsi hukum bagi yang melanggarnya.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukuecasa umum
menurut C. G. Howard & R.S. Mumners yaftu

a. “Relevansi peraturan hukum secara umum, maksudogiila peraturan
tersebut berbentuk undang-undang, maka pembuat ngndalang
dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum darget
pemberlakuan undang-undang tersebut.

b. Kejelasan rumusan dari subtansi aturan hukum, gghinmudah
dipahami oleh target diberlakunya aturan hukum,i jpdrumusan
subtansi aturan hukum itu harus dirancang dengak. Baeskipun
nantinya tetap membutuhkan kontribusi dari pendg#tum yang akan
menerapkanya.

c. Melakukan sosialisasi yang optimal kepada seluraisyarakat tentang
hukum. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yangnentukan bahwa
semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negi#aaggap
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku daraeya

d. Sangsi yang diancamkan harus sesuai dengan atwiammh yang
dilanggar tersebut. Suatu sangsi yang dapat kitkla tepat untuk suatu
tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan.lai

e. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses figadi
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalamang
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diak@n sangsi oleh
karenanya memungkinkan untuk diproses dalam sethegpan

f. Efektifitas suatu peraaturan hukum secara umungatdung pada
optimal dan profesionalnya tidaknya aparat penebakum untuk
menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; muleai tahap
pembuatanya, sosialisasinya, proses penegakan Inykumyang
mencakupi tahapan penemuan hukum dan penerapargzddap suatu
kasus konkret”.

Jika yang akan di kaji adalah efektifitas perundandangan, maka
kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasusparundang undangan,
banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

a. Pengetahuan tentang subtansi perundang-undangan
b. Cara untu memperoleh pengetahuan tersebut

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perumgdandangan di
dalam masyarakatnya

9 .

Ibid.

®Achmad Al Menguak Teori,Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta;
Kencana, 2009 him. 376- 378.
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d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undayagentidak boleh
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk Kkepentingasaase yang
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai undangamgl sapu yang
memiliki  kualitas buruk dan tidak sesuai dengan ukeban
masyarakatnya
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Achmad Ali berpendapat pada umumnya faktor yang ydan
mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangiatala profesional dan
optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungspdaggak hukum, baik di
dalam menjelaskan tugas yang di bebankan terhadapndreka maupun
dalam menegakkan perundang-undangan terSebut

Bekerjanya perundang-undangan dapat di tinjaudieriprespektif:

a. Prespektif organitoris, yang memandang perundamigiugan
dengan sebagai institusi yang ditinjau dari ciringia.

b. Prespektif individu, atau ketaatan yang lebih banyarfokus pada
segi individu atau pribadi dimana pergaulan hidw@piyatur oleh
perundang-undangdn.

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai dengan hanagabentuk

undang-undang, Lawrence M. Friedman menyatakan &ahw
“compliance is, in other words, knowing conformwyth a norm
or command, a delibrate instance of legal behati@as bens toward

the legal act that evoked it. Compliance and desgagre two poles of a

continuum. Or the legal behavior frustrates the lgaz a legal act, but

falls short of noncompliance or, as the case may hgal
culpabillity” **

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Fridman tersedduwvd pengaruh

hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapakldfikasikan sebagai

ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan laé@age konsep-konsep

“Siswantoro Sunarsd?enegakan Hukum Psikotoprika Dalam Kajian Sosiologi Hukum,
(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), him. 10.
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by — M1bid.him. 379.
3 Pipid.
é Bipid.
> Gl
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——
-y hukum yang berisikan larangan atau suruhan.
el
- Lawrence M. Friedman mengungkapkan “dalam setiafersi hukum
=
oo terdapat tiga unsur. Ketiga komponen dimaksud adala
1. Subtansi
2. Struktur

3. Kultur atau budaya®?

1. Substansi Hukum: Dalam hal ini disebut sebagagisisbubstansial yang
menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanalubstansi juga
berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang derdalam sistem
hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluagtaran baru
yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukaoghidup living
law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undadgng [@aw
bookg™®.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam hal ini disebebagai sistem
Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukundilaksanakan
dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum ndiin jaleh
undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugastasiggung
jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan penterddan pengaruh-
pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakaskipen dunia ini

runtuh hukum harus di tegakkan). Hukum tidak déyeaalan atau tegak

§ bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibkilikompeten dan
:_C—~ independen. Seberapa bagusnya suatu peraturandpegiondangan
é lbid,hlm. 11.

: ibid.

o




L]

.aC.|

ub

-

—
—
o
el
“
o
=
[« B ]
j——

16

bila tidak didukung dengan aparat penegak hukumgyaaik maka

keadilan hanya angan-andan

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum menghikib@enegakkan
hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banya#orf yang

mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegaknhukantaranya
lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruiyaeg tidak

transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapariigas bahwa faktor
penegak hukum memainkan peran penting dalam mesieng hukum.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penég&ikm rendah maka
akan ada masalah. Demikian juga, apabila peratyaabaruk sedangkan
kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculmgsalah masih

terbuka?®.

. Budaya Hukum: Kultur hukum adalah suasana pemiksasial dan

kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukumudakan, di
hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erg@arkaya dengan
kesadaran hukum masyardRatMasyarakat dan budaya merupakan
fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-utsutaya terjalin
satu sama lain dan saling berpengaruh; perubalda gadah satu unsur
saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsya. IMaka sama

sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitandgagan proses-proses

3
<C
=
g YIbid,
é im@d.
Ibid,
Yaa)

him. 13.

him. 15.
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sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagsidaai kontruksi

sosial®®

Ketiga unsur Sistem Hukum yaitu Substansi hukunnyksir
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hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan ars@iu dengan yang
lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksangadrantara ketiganya
harus tercipta hubungan yang saling mendukung tegeipta pola hidup
aman, tertib, tentram dan damai.

Dapat di simpulkan bahwa suatu tujuan dapat diketadfektif
apabila tujuan tersebut sesuai dengan yang dikaginJadi tujuan yang
dimaksud merupakan pencapaian dari tujuan tersgéhinnga berlaku
efektif. Apabila tujuan yang di maksud adalah tojudari pemerintah
maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakasrhiesilan dalam
melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenhagas dan fungsi

dari pemerintah tersebut.

B. Kajian Umum Tentang Perizinan
1. Pengertian Perizinan
Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bgmlaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yamgjikii oleh Pemerintah
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh arakgat. Perizinan dapat
dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi,ep&uiman kuota dan izin

untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya tianlii atau diperoleh

2% hudzaifah DimyatiTeorisasi Hukum, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)
him. 107.




18

L]

.aC.|

ub

suatu organisasi perusahaan atau seseorang selahugmbersangkutan

dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.
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Utrecht memberikan definisi dari izin sebagai beréBagaimana
pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatwat, tetapi masih
juga memperkenankannya asal saja diadakan secagadjtentukan untuk
masing-masing hal konkret, maka perbuatan admasistnegara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu iz

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas datamh arti yang
sempit. “Dalam arti luas yakni merupakan salah gagtrumen yang paling
banyak digunakan dalam hukum administrasi. Penarimhenggunakan
izin sebagai sarana yuridis untuk mengontrol timgkaku warga negara.
Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berkasaindang-Undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertemaing ysebenarnya
dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu kadayang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusryatésedangkan
dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan psw@u peraturan izin
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuatngddadang untuk
mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk mengdaadaan-keadaan
yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tiada yang oleh
pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggapelter namun di
mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasaedaelya. Hal
pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwaustiatiakan dilarang,

terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalatenkuan-ketentuan

#Adrian SutediHukum Peizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, ,
2011), him 168
2 Utrecht,Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta:Ichtiar, 1957), him 187
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memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang $dwgats, tetapi agar
tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dergara tertentu (N.M
Spelt dan J.B.J.M Ten Bergéj”

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan oyzmg
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tartgang sebenarnya
dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tiadakyang demi
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusryaftalzin juga
dapat dilihat dari arti yang sempit yang tujuanngdalah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undaahak tseluruhnya
dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan tdapalakukan
pengawasan sekedarriaJadi, pokok pada izin adalah bahwa suatu
tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, denggnan agar dalam
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan pankeé@pat dengan teliti
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kaS8us.

2. Pelaksanaan lzin
a) Pelaksanaan Izin Lingkungan
Sesuai dengan makna Pasal 1 angka 35, b&hwa;
“1zin lingkungan adalah izin yang diberikan kepagktiap orang

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang waldah atau

“Damang, 2014, Pengertian Perizinan (online), http://www.negarahukum.com (20
September 2015)
#philipus Mandiri HadjonPengantar Hukum Perizinan, Yuridika, 1993, him 2
25[ i
Ibid.
*®bid, him 3
*"Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkujdup
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UKL-UPL dalam rangka perlindungan lingkungan hidsgbagai

persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atgiatke.”
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Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memil&kilingkungan
yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izhaiatau kegiatan.
Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuérikaan baku mutu
udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan damusakan lingkungan
hidup?®

b) Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Hutan

Pemegang izin diwajibkan melaksanakan semua ketentu
mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Inti Hewajiban tersebut
terbagi pada tiga unsur utama, yakhi:

1. Kewajiban yang berkaitan dengan teknis administpasnegang izin
seperti membuat rencana kerja tahunan yang disahddah
pemerintah dan melaporkan hasil produksi setiaprtah

2. Kewajiban finansial kepada pemerintah, yakni merabayrovinsi
Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi.

3. Kewajiban untuk menjaga kawasan izin yang telalerekin.

Penebangan kayu di hutan alam untuk industri yaads terkontrol
selama puluhan tahun menyebabkan berkurangnya lgpis dalam

skala besar. Laju kerusakan hutan periode 1985-i&@atat 1,6 juta

®Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), him 194
*bid, him 200
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hektare per tahun, sedangkan pada periode 1997+2@0¢adi 3,8 juta

hektare per tahun. Angka keusakan hutan tertiniggyiioia>°
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c) Peran Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan memiliki peran serta dan tanggawglp atas
kelestarian hutan di setiap wilayah yang diwewemgrag Dalam UUD

Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 angka ébdikan bahwa

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturaatddan peraturan
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tygasbantuan.”
Maka disini sudah jelas bahwa pemerintah daerahupaten Malang
dapat mnyusun atau menentukan sendiri peraturaiyvan yang
diinginkannya untuk menjaga kelestarian lingkungettup di Kabupaten
Malang.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang lLingkn
Hidup pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) menyebutk&nvba
“(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran danfseusakan
lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup.
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimdinaaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur
pencemar;
remediasi;
rehabilitasi
restorasi; dan/atau
cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi....”

ceoo

Dalam hal ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Malanghtehengatur
tentang peraturan untuk mendapatkan izin dari negelkayu. Salah

satu tujuannya yakni untuk memberikan perlindungakum kepada

<C
=
2
:

®Muhammad Teguh Kary#&ksekutif Nasional Walhi,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him 1
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masyarakat. Selain itu dinas Kehutanan juga mengatiang reboisasi

dan penghijauan hutan.
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Tujuan reboisasi dan penghijau#n:
a. Untuk Membangun Usaha Ekonomi
Pembangunan hutan diarahkan pada pola hutan induatr
hutan tanaman industri yang diharapkan dapat méaybahan baku
industri perkayuan yang dibangun dekat lokasi pembaan hutan
yang bersangkutan.
b. Untuk Memperbaiki Kondisi Hidro-orologi Suatu Wiky
Penanaman pohon bertujuan untuk mencegah terjatisuyjr,
erosi, tanah longsor, dan melestarikan sumber diaya
c. Untuk Memperbaiki dan Mempertahanakan Kesuburamffan
Spesies pohon yang ditanam di dalam kawasan hutan
diharapkan dapat memperbaiki kesuburan tanah diabbat®gakan
hutan. Penanaman seperti itu dilakukan pada arEandkawasan
hutan yang kritis fisik teknis maupun kritis sos&onomis. Jenis
pohon yang ditanam untuk mencapai tujuan terseiagtibya dipilih
jenis-jenis pohon yang cepat menggugurkan dauepitselalu hijau.
d. Untuk Menjaga Kelestarian Suatu Jenis Pohon
Untuk mencapai tujuan reboisasi agar digalakkanamdal
kawasan hutan konservasi dengan melakukan pengearbganis-
jenis pohon setempat sebagai upaya konservasirsertgembangkan

jenis pohon langka yang ada di dalam kawasan hprtaduksi.

<C
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*ndriyanto,Pengantar Budi Daya Hutan,(Jakarta:Bumi Aksara, 2010), him 97
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d) 1zin Menebang Pohon

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapdi&ensi
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yang bertujuan unutk menebang pohon yang dimakzundini bertujuan
supaya pihak yang berkepentingan dapat mendapdiiamya setelah
mematuhi kewajibannya dengan cara memohon izin. itdi ditujukan
kepada pihak instansi yang terkait. Setiap daeramifiki persyaratan
izin yang berbeda-beda. Dinas Kehutanan Kabupatalarigpun sudah
mengaturnya dengan baik. Izin ini wajib dimilikiebl siapa saja baik
perorangan maupun sebuah instansi terkait. Apabidk dilakukan izin
terlebih dahulu makan dapat dikatakan bahwa itulahddlegal.
Sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman atasyaaqua telah
diperbuatnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 9 T&008

pasal 8 menyebutkan bahwa :

“(1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tamigh wajib
mendapatkan izin dai Dinas Kehutanan atau Desar&ledun
setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan
kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu.

(2) Izin penebangan dan jenis pohon yang akanatiglolari hutan
hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangama®i
Kehutanan dan Desal/Kelurahan setempat diatur lnijut
dengan Peraturan Bupati.

(3) Penebangan jenis pohon tertentu pada kawasdanly yang
pengangkutan kayu hasil tebangnya tidak wajib thser
dokumen pengangkutan oleh Dinas Kehutanan atau
Desa/Kelurahan, tetap wajib mendapatkan izin tebdag
Desa/Kelurahan.

(4) Jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksudpadd3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsiungnd
dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.

<C
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(6) Penebangan pohon wajib memperhatikan keamanan
keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanagsdo,
keberlanjutan fungsi dan sumber mata air, serta
keanekaragaman hayati.”
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Sehingga penebangan kayu memang dibutuhkan selmmah i
karena walaupun hanya beberapa kayu saja yangdgeBebagai suatu
instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak wsten hukum sebagai
pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakadaadinakmur itu
dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketa bagaimana
gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Berarti
persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam mziarupakan

pengendali dalam memfungsikan izin itu sentiri.

e) Dampak Negatif Penebangan Pohon

Di dalam segala hal akan selalu ada dampak pakirif dampak
negatif. Pada negara maju banyak orang yang haeyaemtingkan atau
memperhatikan dampak negatifnya saja sehinggaaieinya dampak
positif yang ada. Kebanyakan orang hanya akan meik tentang
bahaya yang aka dihadapinya. Tekanan yang berlgada dampak
negatif disebabkan oleh pengaruh gerakan lingkurdjanegara maju
yang merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungdeh
pembangunart Tidak banyak yang menyadari bahwa dampak positif

tidak kalah penting dari dampak negatif.

¥Sjachran  Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali  Lingkungan,
(Jakarta:BAPEDAL,1996), him 2

*0tto  Soemarwoto,Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Malang: Gadjah Mada
University Press, 2009), him 48
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Ancaman bahaya banijir dan tanah longsor di wilagahupaten

Malang sangat serius selama musim hujan 2002/2B@%at faktor
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penyebab yang dianggap paling bertanggung jawah:iédlutan gundul,
kualitas kritis DAM, Erosi dan Sedimentasi tinggian Curah hujan
tinggi. Akibat lumpur dan sedimentasi, biaya peogan bendungan
meningkat drastis, milyaran ruoiah. Besarnya sediase dalam waduk
diakibatkan oleh erosi tanah yang intensif di daealiran waduk yang
terletak di wilayah Kabupaten Malang dan Kota BaRrogram
penghijauan dan reboisasi menjadi hal yang sangatiesak?

Ada sejumlah dampak buruk yang berakibat terhaitgungan
hidup apabila kita terlalu banyak melakukan pengbarnpohon, antara
lain:

1. Apabila kita terlalu sering menebang pohon di hutanakan dapat
menyebabkan tanah yang menjadi gundul itu gersdia. ini
dikarenakan tanah terlalu banyak menyerap sinaralmat dan
menjadi kering dan nutrisi yang terkandung di dalgantelah lenyap.
Hujan akan mengakibatkan nutrisi itu ikut laruthisgga tanah tidak
memiliki nutrisi lagi sekalipun dilakukan reboisasi

2. Salah satu manfaat pohon adalah pohon dapat negngerhingga ke
akar. Pohon juga membutuhkan air untuk tumbuh. Apabr telah
datang dan tidak terdapat pohon di tanah tersebkamdak akan ada

yang menyerap air hingga tersimpan di dalam tarein skmakin

**SoemarnoModel Pengelolaan Sumberdaya Hutan Untuk Pengembangan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat, (Malang:UB Press, 2004), him 6
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kering. Pada akhirnya tanah akah semakin kehilamgarisi yang

ada.
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3. Keanekaragaman hayati yang unik dari berbagaiatiaeftang pada
skala yang besar. Meskipun hutan hujan tropis Hahyseluas 6%
dari permukaan bumi, namun sekitar 80-90% darirsklspesies
terdapat di sini. Karena penebangan pohon dalamajurbesar,
sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari.akamgakhluk baik
hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka Bumi.

4. Deforestasi (kegiaatan penebangan kayu komersiskala besaf)
juga berdampak pada pemanasan global. Pohon bersgaagali
penyimpanan utama untuk karbondioksida yang kemudigunakan
untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan progaimg membentuk
pohon, proses ini disebut fotosintesis. Ketika atdirj deforestasi,
banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang rkévadkan
lepasnya karbondioksida yang tersimpan di dalamrijal ini
menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yanghléesar dari
atmosfer’’

3. Perusahaan Kayu dan Penebangan Kayu
Perusahaan sendiri adalah suatu organisasi dimamdbes daya
(input) dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola sgptoses untuk

menghasilkan barang atau ja@aitput) kepada pelanggafi.Maka definisi

*Wedaran, 2014, Alasan dan Dampak Penebangan Pohon di Hutan(online),
http://www.wedaran.com(20 September 2015)

¥Kamus Besar Bahasa Indonesia

*bid.

*®Indah F., 2014Pengertian dan Definisi Perusahaan (online), http://www.carapedia.com
(20 September 2015)
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perusahaan kayu adalah suatu organisasi dimanaesutapainput) dasar

seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta si@sraintuk menghasilkan
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barang atau jas@utput) kepada pelanggan dalam bidang pengolahan kayu
dengan tujuan yang sama dengan perusahaan lainakai yntuk
mendapatkan laba. Sedangkan definisi dari penebakayu adalah proses
untuk menumbangkan sebuah kayu dengan maksudttertetapi harus
memenuhi syarat-syarat yang berlaku di masing-rgagaerahnya sendiri.
Pemanfaatan hutan oleh manusia merupakan penyetzaba
defortasi. Pada umumnya kegiatan ini berupa opegyesisahaan hutan,
penebangan liar, dan kebakaran yang tidak terken8a&lama musim
kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan stBdak terkendali.
Kegiatan penebangan hutan diperkirakan menyebatdBorestasi sebesar
77.000 hingga 120.000 hektare per tahun. Ini méwaupd0-20 persen dari
total luas wilayah yang kehilangan tutupan huteaam d0-15 persen dari
800.000 hektare yang ditebang pada setiap bulafinya.
4. Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Terkait Permohonan
Penebangan Pohon
Perlindungan hutan merupakan perbuatan yang disakukntuk
mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hk#isvgsan hutan dan
hasil hutan yang disebabkan oleh factor pengganggktor pengganggu
yang dimaksud adalah faktor gangguan alam sepemtpg bumi, longsor,
serangan hama, gelombang pasang dan penyakit.nSglai faktor

pengganggu yang lain adalah faktor pengganggu yhsgpabkan oleh
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*Praminto MoehayatYayasan Burrung I ndonesia, (Bogor, 2009,) him 1
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manusia  seperti kebakaran hutan, pembukaan  hutantuk un

pemukiman/pembangunan lain, pembalakan liar, pesbhar lahan dan
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pengembalaan lidf.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indorésiaor 45
tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, upaya jperigan hutan dibagi
menjadi dua upaya pokok. Upaya perlindungan hutarg ypertama adalah
perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hudi@m, upaya
perlindungan yang kedua adalah perlindungan damggmeanan terhadap

hasil hutarf'!

Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutanpakan
kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan keberddamasan hutan
serta hak-hak negara atas kawasan hutan, mencegahme&mbatasi
kerusakan kawasan hutan.Kegiatan perlindungan daggmanan kawasan
hutan selanjutnya diarahkan untuk menjaga dan meat@akan kawasan

hutan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mencegah dan menindak orang yang memotong, menkadamerusak
dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan.

b. Mencegah dan menanggulangi (termasuk didalamnyanoafedg orang
yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan taipadari
Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini rantain adalah

pencegahan dan/atau penanggulangan perambahan pettadangan

“Bambang PamulardiHukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, him 14.

“Mappatoba Sila dan Sitti NuraerBuku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Maka288®©, him 3.
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berpindah/liar, pemukiman liar dan penambangan yawg dilakukan

oleh masyarakat.
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c. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinggang tindih
dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, panat@n pengusahaan
hutan.

d. Mencegah dan menanggulangi kebakaran htftan.

Perlindungan hutan merupakan suatu upaya perlira@undgan

pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka (2) NgJ 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungarugfidmemberikan

definisi mengenai perlindungan dan pengelolaarkiingan hidup.

Perlindungan hutan melibatkan peran masyarakat ysmergijuan
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitayaipsadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidwgml stan ekonomi
kedalam strategi pembangunan guna menjamin keutidgkungan hidup
dan keselamatan, kesejahteraan, kemampuan serta mdup generasi

masa kini dan generasi masa depan.

Kewajiban peran serta masyarakat dalam bidang &ehuat diatur
dalam Pasal 69 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehuntagang

menyatakan:

“Ibid, him 4.

“pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2@0%ang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Perligdundan pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukéwk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau keruskkgkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemelihge@gawasan dan penegakan hukum.”
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“(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta meh@eh dan menjaga
kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. (2)mDatelaksanakan
rehabilitas hutan, masyarakat dapat meminta penidgeanp, pelayanan, dan
dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak &tau

pemerintah.**

Tujuan dari perlindungan hutan dijelaskan secayaselalam Pasal 46
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutayang

menyatakan:

“Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konseraésin bertujuan
menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, faggsi lindung,
fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapairsecptimal dan lestari.”

Adapun tujuan dalam pencegahan dan pemberantagan kelah
diatur dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2013 tentaegc®jahan dan
Pemberantasan Perusakan HitAfenurut Pasal 47 UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutandh menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan yang

termasuk dalam perlindungan hufén.

Terdapat tiga bentuk perlindungan terhadap hutamunaé Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungatan, yaitu

“YLihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 tahun 198€mg Kehutanan.

“>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentamge@ahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan menyatakan: “Pencegahan dan pertdszma perusakan hutan bertujuan: (a)
Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jexgi lpara pelaku perusakan hutan; (b)
Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutanadetefap menjaga kelestarian dan tidak
merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; K@ngoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan kKeaegan fungsi hutan guna terwujudnya
masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatnya kemampaa koordinasi aparat penegak hukum
dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegdbhampemberantasan perusakan hutan.”

“Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentdefutanan menyatakan:
“Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakamausatuk: (a) Mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutajndiaababkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit(davempertahankan dan menjaga hak-hak
negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan,s&awautan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan.’hutan

“lne  Ventyrina, Pelestarian Hutan atau Perlindungan Hutan? (Online)
http://www.kompasiana.com/ineventyrina/pelestataman-atau-perlindungan-

hutan_552fcff96ea83460418h45a6, (5 September 2015)
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perlindungan atas kawasan hutan, perlindungan dephéierusakan hutan,

dan perlindungan atas hasil hufén.
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Peraturan-peraturan yang mengatur tentang upaljiaduergan hutan
sangat diperlukan agar upaya perlindungan hutaetet dapat diterapkan
dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuatkuBeadalah
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungtam yang ada di

Indonesia saat ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsefasiber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SisterdidBya
Tanaman;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Kargnitiesavan, lkan
dan Tumbuhan;

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegatam
Pemberantasan Perusakan Hutan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentangyePealian
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup ¥eigaitan
dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentangndengan

Hutan;

“8|GM Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukana,cit, him 45-46.
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8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tah@i® tentang
Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerukakghkungan

Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan danlzhan.

repository.ub.ac.id
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A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang ilmiah maka dalanelgian ini
digunakan metode pendekatan yuridis empiris. peatdakyuridis empiris yatu
cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkasalatma penelitian
dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu urkiemudian dilanjutkan
dengan mengadakan penelitian terhadap data primapahgan. Penggunaan
dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripg, yaitu dari hasil
pengumpulan dan penemuan data serta informasiunstatli lapangaf’

Sesuai dengan definisi hukum empiris yang telaherdikkakan
sebelumnya, maka penelitian ini sesuai apa yarah telijabarkan terkait
dengan Hukum Empiris sendiri dengan penelitian pengang melakukan
penelitian hukum dengan melihat dan mengidentifikdsktifitas Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutaiankait
Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian adalakdgs@atan yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis dalam penelitiadértujuan untuk mengetahui
efektifitas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tmemtdehutanan.
kemudian di lihat dari aspek sosiologis atau pelakan peraturan tersebut di
masyarakat sehingga dapat di ketahui bagaimanklpepihak-pihak yang

terkait permohonan izin menebang pohon oleh peasakayu.

<C
=
2
:

“9Soerjono Soekantd/etode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 122.
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malaggitu pada Dinas
Kehutanan yang berada di Wilayah Malang Raya danspbaan kayu yang
terdapat di Kabupaten Malang, penulis memilih |lokesnpat penelitian
tersebut dengan alasan:
1) Dinas kehutanan memberikan izin kepada perusat@manuntuk menebang
pohon
2) Perusahaan kayu di Kabupaten Malang menebang pdikawasan hutan
diwilayah Kabupaten Malang.
D. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data : jenis data dalam penelitian ini adalata primer dan data
sekunder yang dipaparkan sebagai berikut :
a. Jenis Data Primer,
yaitu data yang diperoleh langsung dari sumberap®t berupa
perilaku masyarakat melalui penelitidh. Data yang berupa
pengalaman, pendapat, pernyataan yang diperoleh kéterangan
narasumber atau responden dari perusahaan kayudyayagzsud dan
Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sesuai dengan tifitfek
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ngenta
Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menebang Poheh @érusahaan

Kayu.

*%Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Ul-Press, 2007), him 12
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Jenis Data Sekunder,

yaitu data berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buiasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, buku harian, kiamentar-komentar
atas putusan pengadilan yang dapat digunakan s&desda sekunder
dalam penelitian ini berupa syarat-syarat izin rbamg pohon yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan hasil penelitiata dang diperoleh
dari studi di Dinas Kehutanan Kabupaten Malang pmisahaan kayu
yang bersangkutan sesuai dengan Efektifitas Pelaksa Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan TePkeamohonan

Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari pihak-pihak yang langsterait dengan
permasalahan yang dikajiyaitu perusahaan-perusaliaam yang

terdapat di Kabupaten Malang dan Dinas Kehutandupgaten Malang

. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari tempat penelitian yaituDdias Kehutanan

yang berada di Wilayah Malang Raya dan perusahasm kang

terdapat di Kabupaten Malang dan di PDIH Fakultakuth:

1) Hasil penelitian yang berupa laporan yang diperadehni Dinas
Kehutanan sesuai dengan Efektifitas Pelaksanaarangnrdndang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Pleoman Izin

Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu.

*bid.
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Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumemtasilnformasi
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Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tekaiendan
Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 ifah899
Tentang Kehutanan Terkait Permohonan Izin Menelfaitgn Oleh
Perusahaan Kayu.
3) Data Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesipu$takaan
Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi t#ormasi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan rmét.
E. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer
Salah satu teknik untuk mengumpulkan data priméu yaelakukan tanya
jawab secara lisan dan langsung yang bersifat karbdialogis dan
sistematik dengan metode wawancara terfokus pallakppermasalahan
yang dibahas.Teknik Wawancara adalah teknik yaggndgikan dalam suatu
penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita dan keterangan dari
responden, seperti pengetahuan, pengalaman, péndapapandangan

hidup>?

*’Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, 2010, him 140
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b. Data Sekunder

Suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan dal@lundata tertulis
dengan menggunakamntent analysis>Studi dokumen dan bahan pustaka
dilakukan di Dinas Kehutanan Wilayah Malang RayerpBstakaan Pusat
Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi darorinési Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit angdsig diteliti yang
memiliki kriteria tertentt’* Penulis melakukan penelitian ini pada perusahaan
kayu yang berada di Kabupaten Malang dan Dinas téelan Di Wilayah
Kabupaten Malang.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ditgditig merupakan
perwakilan dari populasi tersebtitSampel dari penelitian ini adalah beberapa
perusahaan kayu yang berada di Kabupaten Malang.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adplaposive sampling
atau sampel bertujuan atau pertimbangan. Sampgldiaraksud adalah teknik
pengambilan sampel dengan cara menentukan syaat$grtentu yang harus
dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel regghi dapat mewakili

populasi yang ditelitf®

*350erjono Soekanto, Op.Cit him 22
*Hamidi, Op.Cit, him 5.

**Hamidi, Loc.Cit.

**Soerjono Soekanto, Op.Cit, him 196.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut darsgesopengolahan data
merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukatelitian, dan
pencurahan daya pikir yang optimalMetode yang digunakan oleh penulis
dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisi|dnenggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitigang menghasilkan data yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis maupsan,li serta perilaku
responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajadara utuh dan mendald.
Mengetahui data yang diperoleh dari perusahaan HayuDinas Kehutanan
kemudian di satukan untuk mencari jawaban atas tififak Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutafdankait

Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan Kayu

. Definisi Operasionaf®

a. Pelaksanaan adalah suatu proses menjalankan se&snafina, rancangan
atau sebuah keputusan.

b. Izin adalah suatu usaha untuk mendapatkan liseasi keputusan atau
persetujuan dengan maksud tertentu.

c. Menebang adalah proses untuk memotong pohon yamaniekan adalah
pohon yang memiliki ukurang yang besar dengan tujagentu.

d. Perusahaan adalah suatu organisasi yang dibentuffanetujuan untuk

mendapatkan laba.

>'SupratmanMetode Penelitian Hukum, Alvabeta, Malang, 2012, him 140.
*®Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayitetodologi Peneltian Mandar Maju, Bandung, 2002,

him 250.

%Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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e. Perusahaan Kayu adalah suatu organisasi yang dibatgngan tujuan
untuk mendapatkan laba dalam bidang kayu.

f. Penebangan adalah proses untuk menumbangkan ssbuabanyak pohon
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dengan menggunakan mesin seperti gergaji dan segagdengan tujuan
tertentu.
g. Legal adalah resmi atau sesuai dengan peraturan perundaaggan yang

berlaku.

BRAWIJAYA
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1.

2.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

1. Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dibentuk berdasark

Peraturan Daerah Kabupaten Malang merupakan uretaksana
Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan, mempunygastu
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasakas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam di
bidang kehutanan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengarugingk
tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

40
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2.

KELOMPCOK JABATAN

Struktur Organisasi

KEPALADINAS

41

FUNGSICNAL

|
[ B

SEKRETARIAT

SUB BAGIA N UMUM D& N

KEPEGAVIAIAN SUB BAGIAN KEUA NGAN

SUB BAGIAN PEREMCANARN,
EVALUASI D& M FELA PORAN

S S ——

e Frm

BIDANG FENGUSAHAA M HUT AN

BIDAMG REHABILITA S| HUTAN DAN LA HAN

SEKSI PEMA NFAATAN HA SIL

HUTAN

SEKSI REHABILITA 51 LAHA N D& N

SEKS| FEREDARAN HA SIL
HUTA N

KN SERVA 5I TRNAH

SEKEI HUTAN HAK

SEKEI FRODUKEI DA N IURAN
KEHUTAMAN

SEKEI FERENCAMAA N REHABILITA &I
LAHA N DA N KON SERVA SI TANAH

| BIDANG FERLINDUNGAN DAN TA TR GUNA
HUTAN

SEKEI PERLINDUNGAN HUTAN

| BIDANG FENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MASYARAKAT

SEKS| PENGEMBANGA N

—{ SEKSI KONSERVA 5| ALAM

KELEM BAGAAN MASYA RAKAT

SEKE|I FERHUTAHAN SCEIAL

SEKEI FENATAGUMAAN HUTA N

SEKEI INFORMA Bl KEHUTANAN

u UPTD

(Gambar 4.1 Struktur Organisasi)

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris

susunan organisasinya sebagai berikut

3) Bidang Planologi Kehutanan

5) Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yang terdiri atas

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang rkiemil

4) Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
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b. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Peredaran dan Seasiikiasil
Hutan.
c. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perbenihan TanamaarHut
Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi
organisasi adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris mempunyai tugas
Merencanakan, = melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawai
perlengkapan, penyusunan program, keuangan, damgab
masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
c. Pengelolaan administrasi keuangan.
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyaraka
dan protocol.
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, angdaran
perundang-undangan.
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
bidang.

h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
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j. Pelaksanaan togas-togas lain yang diberikan olghalde
Dinas.

2. Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dataikasibl

dan kerjasama bidang kehutanan serta informasit&ean,

inventarisasi dan rencana kehutanan, monitoringluagi dan
pelaporan pembangunan kehutanan. Untuk melaksamagas
sebagaimana dimaksud, Bidang Planologi Kehutanan
mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikaa dat
sebagai bahan penyusunan perencanaan.

b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
perencanaan serta anggaran rutin dan pembangunan.

c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka medmnenga
dan jangka panjang.

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengandal
seluruh kegiatan kehutanan.

e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.

f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan
spasial) tingkat Provinsi.

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan.




L]

.aC.|

ub

-

—
—
o
el
“
o
=
[« B ]
j——

44

h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan.

I. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kedrutan

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgbelde
Dinas.

3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikpatae

pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam. Untuk

melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemantapan déawa

Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis
penunjukkan, perubahan status, fungsi, pengelotim
penggunaan kawasan hutan serta penataan arealukérja
usaha hutan lindung.

b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, peraggsah
koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataas bata
luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatannhuta
produksi, hutan lindung dan hutan konservasi

c. Pelaksanaan pemberian pertimbanganteknis penitiaan
pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pexayelol
dan pemanfaatan hutan 10 lindung dan hutan korserva
serta cagar alam, suaka margasatwa, taman nasiosaia

alam dan taman buru.
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dilindungi dan pemanfaatan jasa lingkungan.

e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangars tekni
pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi, pengusahaan pariwisata alam dan taman b
serta kegiatan lembaga konservasi.

f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
perlindungan hutan dan kawasan hutan serta peredara
hasil hutan.

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindunghdaan
konservasi serta generasi muda pencinta alam.

h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan.

I. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka
Dinas.

4. Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikpatae

Bina Produksi Kehutanan. Untuk menjalankan tugasaisud,

Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam geagel

hutan produksi.
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c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produkii has
hutan yang berasal dari hutan hak.

d. Pelaksanaan pemantauaan dan evaluasi pemasaran hasi
hutan dan realisasi pemenuhan bahan baku industrep
hasil hutan.

e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan
hutan, ijin pemanfaatan hutan dan ijin usaha indpsimer
hasil hutan kayu

f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang
kehutanan.

g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
menyusun laporan penatausahaan hasil hutan serta
penerimaan pungutan iuran kehutanan.

h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan

5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial punegai
tugas:
Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikpatae
rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial. Untuk jat@mkan
tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Ranamn

Sosial mempunyai fungsi:
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a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi
sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas
Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutasdpksi
dan hutan lindung.

b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan
kegiatan aneka usaha kehutanan sekaligus pembinaan
penguatan 2 kelembagaannya.

c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi da
reklamasi hutan produksi danhutan lindung, system
silvikultur, perbenihan dan pupuk serta perhutes@sial.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgbalie

Dinas.

. Unit Pelaksana Teknis Peredaran Hasil Hutan menguny

tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis

pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan,

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Unit Bekks

Teknis Peredaran Hasil Hutan untuk melaksanakarastug

dimaksud, mempunyai fungsi :

a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.

b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan danhi@sik
hutan di industry pengolahanhasil hutan, tempat

penimbunan kayu, pelabuhan dan gudangpenampungan.
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c. Pelaksanaan pelayanan penataanusahaan hasil hutan
Industri Pengolahan Hasil Hutan, tepat penimburayuk
pelabuhan dan gudang penampungan.

d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.

e. Pelaksanaan  pelayanan dan  bimbingan  teknis
penatausahaan hasil hutan industri kepada industri
pengolahan kayu dan masyarakat.

f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kajahat
peredaran hasil hutan, berkoordinasi dengan insiarksuit.

g. Pelaksanaan ketatausahaan.

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olglal&e

Dinas.

. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan,

mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugassté€knas

Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, $Seges

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk saeklan

tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Perbeniharanian

Hutan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber
benih tanaman hutan sertai dentifikasi dan invesdar

sumber benih tanaman hutan.
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b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada

dan/atau penangkar sertapengedar benih dan/atati bib
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tanaman hutan serta pembangunan sumber benih.

c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan.

d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bib
tanaman hutan.

e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibéntan
hutan.

f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman
hutan.

g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan.

h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan.

4. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang
1. VISI "Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan petapan
kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) raeca
optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupataig".
2. MISI

a. Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasam hut
serta perlindungan dan pengamanan hutan dan lar.h

b. Mewujudkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan dan peredaran hasil hutan.

c. Mewujudkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, tser

pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkagaanp
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d. Mewujudkan pengelolaan TahuraR.Soerjo. Mewujudkan
inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang
kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh
stakeholder dalam pembangunan kehutanan.

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan adalah :

o

Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan.

b. Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan
hasil hutan.

c. Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan pengendalian
pengelolaan dan peredaran hasil hutan.

d. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritigrts
pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkagaanp
serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

e. Meningkatnya pengelolaan Tahurar.Soeijo.

f. Meningkatnya database kehutanan melalui inventrisa
kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama derejaruls
stakeholder.

4. SASARAN
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, makaagikain
sasaran strategis sebagai berikut :

a. Terwujudnya pemeliharaan batas kawasan hutan.
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c. Meningkatnya tertib pelaporan produksi hasil hutan.
d. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan daranah
kritis.
e. Meningkatnya rehabilitasi kawasan Tahura R. Soerjo.
f. Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan.
B. Hasil Penelitian

Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undartzng Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeldlaagkungan Hidup
memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasoksizadan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungarkei@dupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolatmhuga harus
dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlinduriggan tersebut meliputi
usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan dartamasil hutan yang
disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, &ebgkserta hama dan
penyakit. Usaha lain dalam rangka perlindungan rhutadalah
mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakaedananatas hutan dan
hasil hutan.

Upaya untuk menjamin tercapainya tujuan perlindangatan, maka
dalam Hukum Lingkungan dikemas adanya larangan Ipsgorangan,

kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan peng@minanfaat atas
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hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapamindkan kerusakan

hutan. Larangan-larangan tersebut disertai sarskgy ylapat dikenakan pada
pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompakgo(masyarakat dan
korporasi) yang melakukan perbuatan perusakan hutan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagantuan
baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberpgatindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan diardaja. Upaya
pencegahan dini atau preemtif diupayakan melaluiaranlain Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AKIDsedangkan upaya
upaya preventif dalam rangka pengendalian dampakuingan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksinsfumen
pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkuhgdup sudah terjadi,
perlu dilakukan upaya represif berupa penegakanurnukang efektif,
konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan liggkuhidup yang sudah
terjadi, melalui pemberian sanksi ~administrasi, yeégsaian sengketa
keperdataan dan penerapan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketermgakok yang
memberikan jaminan perlindungan terhadap hutan, ihkemrinsip bahwa
hak atas pemanfaatan hutan merupakan hak asassdiggp manusia, untuk
itu perlu jaminan kepastian hukum bagi upaya-uppgéestarian fungsi
hutan.

Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana ysemgancam
setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan pengelolaan

lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, kogporaaupun pejabat,
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sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang N@&aolrahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkungamMimengatur bahwa
pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengamaigenjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (seputahpn dan denda paling
sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiahand paling banyak
Rp.10.000.00 0.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kejahatan terhadap lingkungan hidup yang sekaratprgy marak
adalah kejahatan di bidang kehutanan. Pembalalkan(illegal logging)
merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika adilidari aspek
lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hydaug selanjutnya akan
menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat sefzaréih longsor dan
banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakamaten di musim
kemarau. Rusaknya hutan di Indonesia juga menyughpamanasan global,
sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pemizalakar mengakibatkan
kerugian negara karena hilangnya potensi hasihhuta

Banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh pemdrirkusus yang
menanganiillegal logging merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan
illegal logging telah lama dilakukan, namun upaya tersebut dapatakan
masih mengalami kegagalan. Fakta menunjukkan komhdign Indonesia
semakin memprihatinkan. Proses penegakan hukurmdadaanganan kasus
illegal logging perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggmak
aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada.

Selain itu adanya pembakaran hutan yang dilakukamkumaksud

tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungaia Dampak dari
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pembakaran hutan liarpun tidak kalah bahaya dengamcana banijir.
Pencemaran udara dan polusi yang semakin burulatagémbakaran hutan
liar adalah salah satu terburuk dampaknya. Makaitdadibutuhkan hukum
untuk mengatur penebangan secara liar ini. Adarygassyarat tertentu
adalah salah satu usaha pemerintah untuk melindimgkungan hidup.
Tujuan dari perlindungan hutan yang dilakukan gbeimerintah bertujuan
untuk menstabilkan kehidupan makhluk hidup. Untyagmasih banyak
pihak-pihak perusahaan kayu yang bertanggung jatreab bersedia untuk
mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh pemehinSehingga itu dapat
membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pelaksamaa menebang
pohon di Kabupaten Malang serta keefektifannya sdigé&an dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutamarkait
Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh Perusahaan &&ya Peraturan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3DNWUT-11/2012
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang BerasdHdtamn Hak.

C.  Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabupaten Malang
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Terkait Permohonan 1zin Menebang Pohon Oleh PeaasatKayu

serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Ind@ndsomor :

P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan HasilaRkuyang

Berasal dari Hutan Hak merupakan payung hukum bagar

perusakan hutan terorganisasi dapat ditanganiasedbektif dan efisien

serta pemberian efek jera kepada pelakunya.
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ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas kealdifalkkepastian
hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, jj@assmasyarakat,
tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dardkuasi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Terkait Permohonan Izin Menebang Pohon Oleh PeaasaliKayu
serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indendsomor :
P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasilakluyang
Berasal dari Hutan Hak memiliki tujuan untuk menjarkepastian
hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusdékdan dan
menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan aderigtap
menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungata sekosistem
sekitarnya.

Hutan hak/rakyat adalah hutan yang berada pada tgaag
dibebani hak atas tanah (UU No. 41/1999) atau hytarg tumbuh
pada tanah yang bukan kawasan hutan serta penmjizanmelas.
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan rakyat oleh igehak/rakyat
apabila dilakukan secara benar dan baik, serta mdragkan keadaan
lingkungan bukan merupakan suatu ancaman terhddsiseem atau
kelestarian alam, maka seyogyanya pemerintah tig&knpersulit
dalam setiap pengurusan administrasi atau pengurasanya yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatanriaiiat.
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Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hataradalah
kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangaguguran dan
penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan peotammp
pengolahan dan pelaporan. Hasil hutan yang bedasahutan hak,
yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalali hatsan berupa
kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh daii badidaya di
atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalakykdasil
pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangiengan
menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non nekdaka dalam
penebangan kayu yang berasal dari hutan harus undihapan
perizinan secara teknis.

Kayu rakyat merupakan salah satu komoditas yanglbegkan
pendapatan bagi masyarakat dan mempunyai kontrij@argg cukup
besar dalam upaya pemenuhan bahan baku industsi day rumah
tangga. Dalam Perarturan Menteri Kehutanan Nom@&@o6/P005,
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak/Rakyat, pasayat (1)
dinyatakan pemanfaatan hutan hak dilakukan olehregang hak atas
tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinyambDayat (2)
dinyatakan pemanfaatan hutan hak sebagaimana dichglesda ayat
(1), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optbagi pemegang
hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Oleh kargnauntuk
mencegah kerusakan hutan negara yang kian mempkiatakibat

perambahan, penjarahan, penebangan liar dan sgbaggaman dan
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hasil hutan di hutan rakyat.

Untuk lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatan kaghkyat
oleh masyarakat dan untuk mempermudah dalam pesnbejin
pemanfaatan hutan rakyat, maka dalam pemanfaatanrifiyat dari
hutan rakyat dikelompokan ke dalam dua (2) katagairtu :

a) Pemanfaatan kayu rakyat untuk memenuhi kebutuhgm gandiri
atau digunakan sendiri.

b) Pemanfaatan kayu rakyat untuk dikomersilkan ataperglial
belikan.

Untuk kategori kelompok pertama vyaitu kayu rakyattuk
keperluan sendiri, maka dalam pengurusan ijinnyagunelaporkan
kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada KCDK WHeaD
Dinas Kehutanan setempat. Akan tetapi untuk meksstiahwa kayu
tersebut memang milik rakyat, dan penggunaannyardsnar untuk
memenuhi kebutuhan sendiri, maka dari pihak agzaikt aparat desa
maupun dinas kehutanan Kabupaten/Kota melalui KGR UPTD
harus mengadakan pengecekan ke lapangan. Berikntitysan
narasumber dari Dinas Kehutanan terkait hal tets#itatas, yaitu:

“Kalau untuk kategori pertama terkait penggunaannya

pribadi itu melaporkan kepada Kepala Desa seterdpat

tembusannya kepada KCDK atau UPTD Dinas Kehutanan

Kabupaten Malang, jadi pihak dinas bisa mengec&ksio
Eoenggunaan kayu yang sudah ditebang dari hutaebigf's

%969 \\awancara terhadap bapak IR (Irawan) pada tanggal 03 Desember 2013 Pukul 10.30
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Selanjutnya, apabila kayu rakyat tersebut akan wfia@dkan
untuk tujuan komersil atau diperjual belikan (katadp), maka dalam
pemanfaatan kayu rakyat tersebut perlu diatur |&mjut oleh Dinas
Kabupaten/Kota yang membidangi masalah Kehutaregpers dalam
pembuatan Surat ljin Penebangan (SIP), dokumenusaigkdan lain
sebagainya, namun dalam pelaksanaannya sebaikrseraltkan
kepada pemerintah daerah (Kepala Desa, Camat, Ka@i UPTD
Dinas Kehutanan setempat). Berikut penjelasan narasr terkait hal
tersebut:

“Kalau masalah kayu yang akan diperjualbelikan dan

dikomersilkan harus ada ijin resmi penebangan (SIP)

dokumen angkutan berupa nota angkut lalu dikasihkan
kepala desa atau perangkan desat setempat pokbknys
ada tembusan dari Dinas Kehutanan $3ja”

Pemilik hutan rakyat tidak dibebani macam-macanatsyang
harus diurus apalagi dengan macam-macam biaya, tekapi setiap
pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan dari hutaratrgkgnebangan
pohon) harus mempunyai Surat ljin Penebangan (Syajhg
dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kotalaime KCDK
atau UPTD Dinas Kehutanan setempat, adapun dastmipgngan
permohonan SIP harus melalui KCDK atau UPTD Dinahu€anan
Kabupaten/Kota, dengan asumsi bahwa KCDK atau URSrBebut
merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupidtéa yang

berada di tingkat Kecamatan yang mengetahui tegkdgun yang akan

dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah ugalen/Kota,

®' Wawancara terhadap bapak IM (Imam) pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 10.00
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dari kawasan hutan milik negara.

Berikut ini akan dijelaskan serta dideskripsikan kamesme
pembuatan surat ijin penebangan kayu hutan ataonpohKabupaten
Malang:

1. Mekanisme Pembuatan ljin Penerbangan (SIP)

Pada Bagian Il Pasal 4 terkait tata cara pengaagkhasil
hutan hak yaitu Surat keterangan asal usul hatnhyang berasal
dari hutan hak berupa nota angkutan, nota angkpésiggunaan
sendiri serta surat keterangan asal-usul.

Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut d&eadotebangan
atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan kearyjwajib
dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan PenggunSendiri
atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasdnhdari
hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Regubdonesia.
Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kepala Bebagai
berikut:

“lya kami sesuaikan dengan peraturan yang ada @man

setiap perizinan harus ada surat keterangannya wseijtb

dilengkapi nota angkutan yang sedang berl2ku”

Pasal 33, ayat (1) SK Menteri Kehutanan No 128320
menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum rgangliki

hutan hak/rakyat yang akan melakukan penebangaonpolajib

®2 Wawancara terhadap bapak IM (Imam) pada tanggal 4 Desember 2013 Pukul 10.00
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melaporkan rencana penebangan kepada Kepala Oesgpsé atau
pejabat setara yang diangkat Kepala Dinas Provaemgan
tembusan Kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, keanupada
ayat (2) Penyampaian rencana penebangan sebagadtinaalesud
pada ayat (1) dilengkapi dengan beberapa hal beyi&iiu:

(a) bukti kepemilikan hak atas tanah,

(b) Peta areal hutan hak/rakyat yang berisi letak, bes batas-

batasnya diketahui oleh camat setempat, dan

(c) Potensitegakan hutan hak/rakyat.

Apabila dilihat pada pasal 33 tersebut di atastemtuan
tersebut baru mengatur mengenai rencana penebagigm tetapi
sebenarnya dalam pemanfaatan hasil hutan yangabelas hutan
rakyat masih banyak yang harus di atur atau harraata seperti
soal legalitas kayu rakyat, penebangan/produksiu kagkyat,
dokumen pengangkutan dan lain sebagainya. Sepegkapan
narasumber dari staff kehutanan sebagai berikut ini

“Administrasi pemanfaatan hasil hutan rakyat memang
harus diatur agar hasil hutan yang diperoleh dan
dimanfaatkan benar-benar berasal dari hutan méakyat
dan selain daripada itu juga memperoleh manfaaig yan
optimal atas lahan hutan rakyat terseb®t”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemanfaadsii

hutan memang harus diatur seuai aturan yang berlaku

2. Legalitas Kayu Rakyat

® Wawancara terhadap Huda (Staff Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 13.00
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kedaerah lainya dilengkapi dengan Surat Keterangsal Usul
(SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pafapang
setara. Penerbit SKAU secasalf assessmemidalah pemilik kayu
pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikaggletaan hutan
lestari atau yang disetarakan.

SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayatuif c
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomo
P.30/MENHUT-II/2012 digunakan untuk setiap angkuthasil
hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkudan Nota
Angkutan Penggunaan Sendiri.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomo
P.30/MENHUT-I1/2012 pasal 1 menyatakan bahM@a Angkutan
adalah dokumen angkutan yang merupakan surat kgtarayang
menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekalidreyaebukti
legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu atku kayu olahan
rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkaun @engangkutan
lanjutan semua jenis kayu. Berikut penuturan nandésu terkait hal
tersebut di atas:

“Mengenai pemanfaatan kayu hutan atau penebandampo
kana da 2 satunya digunakan sendiri satunya diksitxen

nah disini legalitas nota angkutan digunakan sabsajah
satu perizinan dalam menebang pohon dari Hfan”

* Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dinas) Pada tanggal 3 Desember 2013 pukul 10.30
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Untuk lebih mengoptimalkan dalam penatausahaaih Inatan
umumnya dan khususnya di hutan rakyat, maka dalaayau
menjaga Kelestarian Hutan sesuai dengan PP No23d2, pejabat
yang berwenang dalam menerbitkan bukti kepemilikayu rakyat
atau SKAU dalam hal ini adalah Kepala Desa ataabadjyang
setara diberikan pelatihan setingkat pejabat p&nl@ibnya seperti
P2LHP, P2SKSHH, P3HH dan kemudian diberikan skdifserta
Surat ljin Penerbitan SKAU, sedangkan untuk pengkaa dan
pengawasan terhadap pejabat tersebut dilakukan d&letas

Kabupaten/Kota setempat yang membidangi kehutanan.

. Prosedur penebangan pohon yang berasal dari hakgatr

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal ddmmpyang
tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang tstahbah
status dari kawasan hutan menjadi Areal Pengguhaan (APL)
dan telah dibebani hak, seperti HGU, Hak Pakai, dantuk
perizinan lainnya yang dikeluarkan Badan PertanaNasional
(BPN), mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil rHu{ang
Berasal Dari Hutan Negara.

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendapétensi
yang bertujuan unutk menebang pohon yang dimakkaiwl. ini
bertujuan supaya pihak yang berkepentingan dapaidapatkan
haknya setelah mematuhi kewajibannya dengan camzohan izin.
Izin ini ditujukan kepada pihak instansi yang térk&etiap daerah

memiliki persyaratan izin yang berbeda-beda. Dikahutanan
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instansi terkait. Apabila tidak dilakukan izin &bih dahulu makan
dapat dikatakan itu adalalilegal. Sehingga mereka dapat

mendapatkan hukuman atas apa yang telah diperlauatny

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten MalangoN@&m
Tahun 2009 Bab V Penebangan Pohon Bagian Pertasa B
tentang perizinan yaitu sebagai berikut:

(1) Penebangan pohon dari hutan hak dan/atau tanak wajib
mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan atau Desari&lehn
setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengan
kewenangan penerbitan dokumen pengangkutan kayu.

(2) lzin penebangan dan jenis pohon yang akan ditebandyutan
hak dan/atau tanah milik yang menjadi kewenangama®i
Kehutanan dan Desa/Kelurahan setempat diatur l&bijut
dengan Peraturan Bupati.

(3) Penebangan jenis pohon tertentu pada kawasan gngamg
pengangkutan kayu hasil tebangannya tidak wajikertis
dokumen pengangkutan oleh Dinas Kehutanan atau
Desa/Kelurahan, tetap wajib mendapatkan izin tebdag
Desa/Kelurahan.

(4) Jenis pohon tertentu sebagaimana dimaksud pada (ayat
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Penebangan pohon pada lahan yang berfungsi lindung
dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih.

(6) Penebangan pohon wajib ~memperhatikan keamanan
keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanagsdo,
keberlanjutan fungsi sungai dan sumber mata airfase
keanekaragaman hayati

Untuk mendapatkan izin penebangan pohon dari PDina
Kehutanan atau Desal/Kelurahan setempat, pemohonb waj

menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan lahanpadron yang

sah; peta/denah lokasi lahan dan pohon yang béesita acara
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pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yangnglik oleh

Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempatdhang berlaku
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paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjalipg lama 15
(lima belas) hari.

Hal tersebut di atas adalah pasal 9 Perda Kabuopgdalang
Nomor 9 Tahun 2009 yang juga diungkapkan dalamil has
wawancara berikut ini:

“ lya dalam melakukan izin penebangan pohon hads a
bukti yang sah terkait bukti kepemilikan/penguaskdran
dan pohon yang sah, berita acara serta denah |lghagi
sudah ditunjuk dinas Kehutanan jadi izinnya memiaags
memenuhi semua syaratnya tapi kalau pohon itu Higng
kalau tidak ya izinnya bisa diperjualbelikan pittakan. *°

Penjelasan wawancara di atas jika disesuaikagaaheisi pasal-
pasal hanya mengatur apabila pohon tersebut sudeiadg dan
persyaratan yang harus dilengkapi apabila kayuelbeits akan
diangkut. Seperti penuturan narasumber sebagéiibeni:

“sebenarnya dalam pemanfaatan hasil hutan khususnya
dalam penebangan kayu rakyat yang akan dikomensilka
atau diperjualbelikan, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, seperti surat ijin penebangan (SkeYalitas
kayu, apakah sudah membayar kewajiban kepada
pemerintah, dan lain sebagainya, intinya adalahardas
pemanfaatan kayu rakyat tersebut harus j&s”.

Sehingga sesuai penjelasan tersebut di atas degiapulkan
bahwa Pemegang izin tebang wajib melaporkan hasielpangan

dan lokasi penampungan kayu hasil tebangan kepanasD

Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat karena jgsaser dan

® Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013
Pukul 10.30

®® Wawancara terhadap bapak Imam (Kepala Desa) pada tanggal 4 Desember 2013 Pukul 10.00
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4. Prosedur pengangkutan hasil hutan yang berasahaiam rakyat

Peredaran kayu hasil hutan hak dan/atau tanak adalah
kegiatan pemindahan/pengangkutan kayu dalam beatyk bulat
atau kayu olahan dari lokasi tebangan sesuai panzi
tebang/pemanfaatan kayu sampai ke lokasi konsukign &lal ini
berarti  bahwa dibutuhkan pula sebuah dokumen dalam
pengangkatan kayu yang dilakukan.

Dokumen pengangkutan kayu adalah dokumen yangp waj
menyertai pengangkutan kayu, diterbitkan oleh @djpihak yang
berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalanmihdbkumen
pengangkutan yang dimaksudkan adalah SKAU dan SAP.

Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya diah SKAU
adalah dokumen angkutan yang merupakan surat kgtarayang
menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekalidregaebukti
legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu lidatkayu olahan
rakyat). Sedangkan Surat Angkutan Pengganti yartanjsénya
disingkat SAP adalah surat yang dipergunakan dakmgangkutan
hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat fuplekumen
Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Seradau
SKAU, yang diterbitkan oleh petugas perusahaanrpaasayu.

Pada Bab Ill pasal 5 Perda Kabupaten Malang Né&Mtathun

2009 menjelasakan bahwa Tata kelola pemanfaatarpel@aaran
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kayu terbatas pada kayu yang berasal dari hutardwatatau tanah
milik, termasuk kayu yang berasal dari areal penkan. Sasaran
pemanfaatan dan peredaran kayu adalah kegiatarmiparan dan
usaha hutan rakyat, penebangan kayu, pengangkutgmu, k
penampungan kayu, pengolahan kayu, dan rehabiléhan bekas
tebangan kayu. Maka dari itu dalam melakukan pemgdra kayu
dari hutan harus resmi_mendapatkan izin usaha tndpsmer
apabila kayu tersebut diangkut dan dikomersilkan.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yasgjanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayuldi/kayu
bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atauetzgda jenis
produk pada satu lokasi tertentu yang diberikana#lap satu
pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Pada dasarnya izin usaha primer bertujuan untrkata usaha
hasil hutan yang ada. Penatausahaan hasil hutan Ipgdn hak
dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hiutak dan
bertujuan untuk melindungi hak privat serta kegashukum dalam
pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hidag perasal
dari hutan hak. Hal ini tercantum dalam pasal Zafean Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUPROL2
Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang BerasaHDgan Hak.

Tata cara pengangkutan hasil hutan hal dijelasdkéam Bab
Il pasal 4 menjelaskan bahwa setiap hasil hutan yzalg akan

diangkut dari lokasi tebangan atau tempat penguampdi sekitar
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tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkuttau Nota

Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang meiapak
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dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yamake untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia. Berikut penatunarasumber:
“Ya harus ada nota angkutan sama nota penggunaannya
sendiri yang juga bisa pake SKAU. Semua harus asa d
jadi syarat dalam dokumen pengankutan hasil hugdndn
Kabupaten Malang®’

Dijelasakan tersebut di atas bahwa seluruh dokupegizinan
haruslah lengkap. Pasal 7 Peraturan Menteri Kehotdtepublik
Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-11/2012 Tentang Panaghaan
Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak menjelaskamwa
Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dilmlet
pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pdmksil hutan
hak. Nota Angkutan menggunakan format Lampiran y@ndapat
di akhir peraturan. Sehingga Peraturan tentang anogautan tidak
perlu ditetapkan Nomor Seri, cukup melaporkan keap&epala
Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setengmigan
menunjukan bukti identitas diri.

Sedangkan untuk nota pengangkutan sendiri dglketas dalam
pasal 8 bahwa Nota Angkutan Penggunaan Sendiriatlibleh
pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, denganggunakan
format yang terdapat dalam peraturan Menteri Katnart Republik

Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-11/2012 Tentang Panaghaan

Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Nota Angku

®7¢7 \Wawancara terhadap bapak Yusuf (Kapolsek) pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 10.30
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Kemudian mengenai SKAU dijelaskan juga dalam Ip&sa
bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah aPamangkat
Desa/Kelurahan ditempat hasil hutan hak tersebah akangkut.
Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada (@ya
ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atagnana
Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desafiuatau
Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Suréttgagan telah
mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalas ieyiu dari
hutan hak yang diselenggarakan oleh Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.

Penerbit SKAU secara self assessment sebagaidiauaksud
pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebanganyksicpada hutan
hak miliknya kepada Kepala Desal/Lurah atau Perdangka
Desa/Kelurahan setempat. Mengenai hal tersebuttal dapat
dijelaskan sesuai penuturan narasumber sebaghuberi

“Ketiga dokumen itu jadi yang paling utama dalam

melakukan perizinan jadi saling dibutuhkan namun
mengenai nota angkutan disesuaikan dengan kebutihan
penebang apakah kayu tersebut digunakan sendin ata
dikomersilkan. Hal ini tujuannya supaya penatausaha

hasil hutan bisa sistematis sesuai dengan aturang ya
berlaku”®®

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sdgatéuk

perizinan yang dilakukan penebang dalam penganglasil hutan

®® Wawancara terhadap bapak Imam (Kepala Desa) Pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 10.00
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dari hutan hal harus memenuhi prosedur yang adandperaturan

menteri kehutanan tahun 2012 tersebut di atas.

Mengingat bahwa kayu rakyat adalah hasil hutamgya
diperoleh dari lahan milik sendiri, maka pengolahaan
pemanfaatan hasil hutan sepenuhnya menjadi hak likemi
sedangkan fungsi pemerintah dalam hal ini hanyaako&bln
pembinaan untuk menjamin kelestarian hutan dan nohahgi
kelancaran peredaran hasil hutan melalui penataasatasil hutan
(Anonim, 2002). Dalam upaya menjamin kelestariataimuakyat,
maka pengaturan atau penatausahaan hasil hutaotah hakyat
menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikalehCkarena itu
untuk kelancaran serta ketertiban dalam pengelolakam
pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutaatrdipandang
perlu dibuatkan suatu dasar acuan atau petunjukkgemhaannya
(Juklak).

Petunjuk pelaksanaan (juklak) penatausahaan hasin di
hutan rakyat dimaksudkan sebagai dasar acuan dada@rtiban
pemanfaatan hasil hutan di hutan rakyat, atau depgekataan lain
merupakan dasar acuan pelaksanaan penatausahadmutaasbagi
pemerintah Kabupaten/Kota dan aparat pelaksanaamgingan
dalam menyelenggarakan penatausahaan hutan raksgtntuan

yang mengatur penatausahaan hasil hutan di hutyatringga



L]

.aC.|

ub

L]

repository

<C
=
2
:

70

kini belum di atur secara khusus, meskipun dialahma fungsi dan
peranan kayu rakyat cukup penting.
5. Mekanisme Penatausahaan Kayu Rakyat
Penataussahaan kayu rakyat sangat diperlukan guna
mengetahui fungsi dan manfaat yang ada dalam kalgyar tersebut.
Maka berikut ini akan dijelaskan mengenai lur ataekanisme
penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat,yaitu:
a. Permohonan Surat ljin Penebangan (SIP).
(1) Pemohon mengajukan surat permohonan ijin penebangan
(2) Pemeriksaan lapangan oleh Tim Komisi
(3) Pembayaran Retribusi
(4) Penerbitan Surat ljin Penebangan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten/Kota a/n Bupati/Walikota
b. Penebangan Kayu
(1) Berdasarkan SIP, pemohon melaksanakan penebangan at
hasil hutan yang dimilikinya
(2) Pemilik kayu, setelah melaksanakan penebangan/meraan
dan pembagian batang/pemotongan, wajib melakukan
pengukuran dan penandaan batang sesuai ketentdiakube
(3) Setelah dilakukan pengukuran dan penandaan bat#ag,
kayu-kayu tersebut dibukukan dalam Buku Ukur ateiP L
c. Pengumpulan kayu
(1) Pemilik membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) kayangy

telah ditebang.
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dan (khusus di P. Jawa) Perum Perhutani.

(3) Jenis kayu yang sama atau dibudidayakan oleh Perum
Perhutani, di beri tanda atau di TOK kayu.

(4) Pemberian tanda TOK dilakukan oleh petugas pemepahg
Tok dari Dinas Kabupaten/Kota dengan disaksikah olesur
Cabang Dinas, Perum Perhutani (di P. Jawa) danliReéfalu.

(5) LHP disahkan.

d. Pengangkutan Kayu

(1) Atas dasar LHP yang sudah disahkan, pemilik kaymbuat
permohonan  dokumen  pengangkutan atau = membuat
permohonan penerbitan SKSHH kayu rakyat.

(2) Untuk kayu dari hutan rakyat, dokumen angkutannya
menggunakan blanko SKSHH yang diberi cap Kayu Riakya

(3) Permohonan penerbitan SKSHH ditujukan kepada P2$KSH
dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas
Kabupaten/Kota setempat yang menangani masalalaketm

Mekanisme tersebut di atas secara keseluruhan al@n@turan yang
tercantum secara umum dama UU. No 41 tahun 199¢angn
kehutanan terkait permohonan izin menebang pohein pérusahaan
kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Ied@n Nomor :
P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan HasilarluYang

Berasal Dari Hutan Hak. Dijelaskan narasumber salizgikut:
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“Alurnya yang pertama yan ada permohonan SIP ddtad

klem untuk melakukan penebangan lalu baru dilakukan

pengumpulan melalui laporan hasil produksi. Setetah

dicek kayunya memenuhi standart atau tidak sesuanya

kalau Ya lalu pengetokan kayu oleh BAP TOK kemudian

baru dilakukan pengangkutan melalui SKSHH KR. Namun

kalau tidak ya hanya sampai tahap pengumpulanYajag

jelas semua akan berurusan dengan dinas perhutani

Kabupaten Malang®®

Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Kehutanan Ripubl

Indonesia Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Panathaan
Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak menjelassahwa dalam
rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hésin hak, Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemean,
pengawasan dan pengendalian peredaran di wilayahayani senada
dengan ungkapan dari nharasumber sebagai berikut:

“lya dong harus selalu ada pemantauan apalagi ahlay

Kabupaten Malang kan luas jadi hukumnya wajib sekal

melalukan pengawasan serta pengendalian di setiapeiv

Kabupaten Malang™®

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 5 dan 6 dijelasia@mnva
Balai melakukan pembinaan teknis terhadap Penkbiditia Angkutan
atau Penerbit SKAU dan melakukan monitoring sertamivuat
rekapitulasi terhadap penerimaan lembar ke-5 (lid@umen Nota
Angkutan atau dokumen SKAU yang diterimanya danlings secara
berkala dilaporkan kepada Direktur Jenderal cq KhureBina luran

Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Penyuluh Kehat dapat

* Wawancara terhadap bapak Irawan (Kepala Dina Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013
Pukul 10.30
" Wawancara terhadap bapak Sutrisno (Warga) pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 13.00
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hutan yang berasal dari hutan hak.
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D. Efektifitas Pelaksanaan Izin Menebang Pohon di Kabpaten

Malang
Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memaerluka
sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udarawutabesdaya alam
lain termasuk ke dalam sumberdaya alam yang téngeupu n yang
tak terganti. Namun demikian harus disadari batsuanberdaya alam
mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yedtierbatasan
tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kuayigasSumberdaya
alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menuang dan waktu.
Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdégm gang baik
dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia galmempunyai
kaitan yang erat.
Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh kealilagkungan

di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditkswh oleh keadaan
lingkungan itu sendiri. Keberadaan sumberdaya akmtanah dan
sumberdaya yang lain menentukan aktivitas mansesieari - hari.
Manusia tidak dapat hidup tanpa udara dan airalg@lya ada pula
aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keb@&nadamberdaya
dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdagan banyak
ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contolsuka- kasus
pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dialabatleh aktivitas

manusia seperti pencemaran udara, pencemargeaggmaran tanah
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serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak a&srléari aktivitas
manusia, pada akhirnya akan merugikan manusiaehdis. Pada
penelitian ini pembahasan hanya dibatasi pada glepblaksanaan
penebangan pohon di wilayah Kabupaten Malang.

Sebagai suatu negara yang memiliki hutan yang jpasierintah
dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satlaimgsag paling
krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yasgbatkan
penebangan liar atau yang lebih dikenal dengdahslilegal Logging.
Dampak dari illegal logging adalah rusaknya ekesmsyang ada yaitu
keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadanigyu
sehingga terjadi kepunahan. Deforestasi (kerusakantan)
memberikan dampak yang sangat signifikan bagi nrakga dan
lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangaangy
mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan ryeau
kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkathzeristiva
bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan Nomof aiun
1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa kerusaktm adalah
terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik athayatinya yang
menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat leerpsesuai
fungsinya. Perusakan hutan adalah suatu tindakata yang melawan
hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tpepsetujuan
pemerintah dalam bentuk perijinan yang dapat meuiikaln dampak

negatif (merugikan) negara dan masyarakat segaudimgan hidup.
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Sebagai salah satu tolok ukur Efektivitas Penerapdadang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, daphdéindak
pidana penebangan liélegal logging)di kabupaten Malang tentunya
tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat patagkum itu sendiri.
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutseka kepada
Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifatjpakaya diberikan
wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabalik@nal dengan
sebutan Polisi Kehutanan.

Kewenangan polisi kehutanan adalah sebagai berikut:

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan haiizo
wilayah hukumnya;

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitangah
pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan \aiiayah
hukumnya,;

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tinda#tapa yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinyaakmuidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tgksamntuk
dilaporkkan ke pihak yang berwenang;

f.  Membuat laporan dan menandatangani laporan ten&jaglinya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan huatam,hasil

hutan.
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berikut :
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a. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sedeagan
kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undadgng
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomoasun
1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Paratur
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.

b. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyalrk P

c. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pertuotaum
melalui penyidik polri.

d. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidda®ai Negeri
Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya akep
Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

e. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan
menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepadantut
Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik.Po
Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan diladdsam oleh

Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sigilam rangka

menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para petalkak pidana

di bidang kehutanan. Namun dalam praktik di lapanda@lam hal ini

pelaksanaan peran polisi kehutanan untuk melakp&agelidikan dan

penyidikan yang tidak bisa dipungkiri bahwa masimgat jauh dari
standar regulasi yang ada, dengan berbagai alastar dain

kemampuan (kualitas) dan jumlah personil (kuantitgeng masih
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bahwa :
“Jumlah personil Polisi Hutan Kabupaten Malang to@tph
66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat)
pembentukan Polisi Kehutanan, Untuk mencegah tindak
pidana illegal logging di Kabupaten Malang di tetkpa
masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan tiapepos
kecamatan, Frekuensi kunjungan ke lapangan PolisarH

Kabupaten Malang hanya tiga kali dalam sebulan dan

operasi kewilayahan bersama Polres Malang dilaksledin

kali setahun™*

Selain dikarenakan rendahnya kemampuan dan tenlyatfismlah
polisi kehutanan, Juga belum adanya penyidik Pegilggeri Sipil
dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Malangreg/a semua
kasus tindak pidana penebangan pohon dan kayiatan rakyat atau
hutan hak ditangani oleh Kepolisian resort Kabupaalang.

Oleh karena itu, penegakan hukum bidang kehutananjadi
penting untuk diperhatikan. Penegakan hukum bid&ebutanan
masih jauh dari harapan hal ini dikarenakan sektehutanan
menyangkut kepentingan banyak pihak dan permasalghabersifat
multidimensi. Dalam pembahasan penegakan hukunk tdipat
dipisahkan dari konsep Laurance Meir Friedman, repagtiga unsur
sistem hukumThree Element of Legal Sysieyaitu terdiri atas:

a. Struktur Structure;

b. SubstansiSubstance

c. Kultur Hukum (egal Culturg; (Ahmad Ali 2002: 7).

! Wawancara terhadap bapak Irawan (kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 3 Desember 2013
Pukul 10.30
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Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktulardasistem
hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atstitusi-institusi
yang menentukan penegakan hukum, seperti kepqlisggaksaan dan
pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, normgdi perilaku
nyata manusia yang berada dalam sistem hukum wltuKhukum
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistermhkepercayaan,
penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukakea secara
keseluruhan melalui deskripsi di atas dapat dislkgrmu bahwa
pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Malelgn efektif
dan maksimal.

Keefektifan izin tersebut dilihat melalui kesesuapelaksanaan di
lapangan dengan aturan menteri Kehutanan yangeduagga terjadi
ketimpangan antara landasan hukum dengan pelaksanaa
menebang pohon di Kabupaten Malang.

Dengan demikian, pelaksanaan izin menebang pohKaliipaten
Malang dibidang kehutanan pada khususnya, jika gemakan ketiga
sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, Bigksnya sudah
ada meskipun masih ada yang dipengaruhi oleh fakfiostansi/materi
yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 41 Tah989
Tentang Kehutanan dan peraturan pelaksananya, taparegak
hukum,/struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacaeagpdbudaya hukum
yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.Selemdmn pasal
17 Peraturan Menteri Kehutanan no. 2012 bahwa Hldieknis terkait

hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutandmatkr lebih lanjut
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oleh  Peraturan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan

mempertimbangkan asas kesederhanaan, efektif caenef
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Sehingga efektif atau tidaknya suatu izin pelakaan@enebangan
pohon disesuaikan dengan asas yang digunakan sefkéor
pemerintah yang menjalankan.

E. Kendala — kendala dan Solusinya dalam PelaksanaareRebangan
Pohon di Kabupaten Malang

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Penebangan Pdhon
Kabupaten Malang berkaitan dengan sumber daya naa(85M),
sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalamjalaekan
tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber dayaisima
sarana atau fasilitas yang memadai baik secaratitasammaupun
kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualisasnber daya
manusia, serta sarana atau fasilitas yang terbgaag dimiliki,
tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum. |dfal yang
menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan mémigkum itu
sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlakiakt dapat
dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satdiakasesuai dengan
perkembangan zaman.

Penebangan pohon di hutan secara liar tanpa izirupakan
ancaman kelestarian lingkungan hidup, oleh karémgerlindungan
hutan secara preventif dan represif harus ditegaka

Faktor yuridis, Untuk mewujudkan perlindungan hutsecara

optimal maka ditentukan perbuatan-perbuatan yanigradg
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sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 50 aydh@ang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimana pseirang
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dilarang :

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendkaluésan
hutan secara tidak sah

b. merambah kawasan hutan;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutaardeadjus
atau jarak sampai dengan:

(1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

(2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan landn sungai
di daerah rawa;

(3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungali;

(4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak gain

(5) Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola,
memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan
kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuadir |
maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumbex diayn
harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungkuhgan
hidup 2(dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang

(6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tggindan
pasang terendah dari tepi pantai.

d. membakar hutan;

e. menebang pohon atau memanen atau memungut haaih lliit
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pajayang
berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, emea
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yatiketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diaatbu
dipungut secara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplostsu
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutarpat izin
Menteri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutangytdak
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangamyssdtasil
hutan;

I.  menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yafak t
ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut péhbat yang
berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat laiyayg lazim atau
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut Hag@n di
dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang Inemge

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk mergba
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasam hatgpa
izin pejabat yang berwenang;
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|.  membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kabadkam
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau dwahgag
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tusnbdan
satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yaegasal dari
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
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Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungatan,
ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengaapdar Seiring
dengan kebijakan- kebijakan perlindungan hutan yditeksanakan
oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dasyarakat, ada
saja persoalan yang terjadi. Pasal 50 ayat (3)fleutUndang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak ddgemfalan
dengan baik penebangan liar masih terjadi di Kataupslalang.

Dari data sekunder yang ditemukan oleh penelitknydBerkas
Perkara No.Po : BP/08/V/2010/RESKRIM, Polsek Kesamb
Kabipaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menyebutkbahwa
tersangka atas nama Waluyo Sumardji telah terboidlakukan
penebangan pohon secara liar.

Faktor Ekstern, Data sekunder di atas di perkuaigale data
primer yang ditemukan oleh peneliti, yakni hasdwancara dengan
Kapolsek, yang menyatakan

sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, niasilgak
pembalakan liar yang terjadi di areal hutan karsuitnya medan
dan terbatasnya anggota di lingkungan Polsek halyang

menghambat penegakan hukum pemberantasan penehmigm

tanpa izin yang berlaku “*

2 Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember
2013 Pukul 10.30
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Pada Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dangvarga Kab.

Malang menyatakan bahwa:
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“Sudah banyak yang melakukan penebangan disini teak
memiliki izin yang berlaku jadi ya kami anggap kiasja””

Selain itu hasil wawancara lain menyebutkan bahwa :
“Penebangan Di daerah Hutan biasa dilakukan olegansini, tapi
jumlahnya tidak boleh banyak., tapi ada warga menusini yang
mengambil kayu dihutan untuk membangun rumah, saya
menggunakannya  untuk kayu bakar, sebagian digunalan
sebagian lainnya di jual di Pasaf”

Dari keterangan yang di berikan Responden di dtgsat diketahui
bahwa =~ memang ada penebangan Pohon di hutan, el@kantidak
memiliki izin.  Mengenai hal tersebut di atas kdserta merta warga
dapat disalahkan langsung atas pelanggaran pegebahutan.
Melalui teori penegakan hukum Law. M. Friedman kiékan
mengetahui keefektifitasan penegakan hukum Pd&ahyat (3) huruf
e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Keantan

Teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan ltemalam
menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti ahdakori
efektifitas  penegakan hukum. Secara sederhapat diikatakan
bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mdsaegaérma-
norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-njtang ada di

belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahlenar-

benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peen hukum yang

” Wawancara terhadap Bapak Sutrisno (Warga Kabupaten Malang) tanggal 04 Desember 2013
Pukul 13.00

" Wawancara terhadap Bapak Imam (Kepala Desa Kabupaten Malang) pada tanggal 04 Desember
2013 Pukul 10.00

<C
=
2
:




L]

.aC.|

ub

L]

repository

<C
=
2
:

83

harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinayakay terjadi dalam
proses pembuatan perundang-undangan (law makicgss).

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sgehing
penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sarmyapleks seperti
perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hank iptek,
pendidikan dan sebagainya.

Penegakan  hukum harus berlandaskan kepada ppinsgp
negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 19A5adas-asas
hukum yang berlaku di lingkunganbangsa-bangsa ybegadab
(seperti the Basic Principles of Independence of Judigiarggar
penegak hukum dapat menghindarkan diri dari pragktaktik negatif
akibat pengaruh lingkungan yang sangat komplelkg beit.

Untuk mengatasi maraknya tindak penebangan pohdnhd&an
tanpa izin tersebut maka jajaran aparatpenegaknhykenyidik Polri
maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bggangjawab
terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Haketgh
mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 hlideagan
Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-untiensgbut
tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untrkanmggulanggi
tindak penebangan pohon dari Hutan tanpa izin, ipesksecara
limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutlatanya istilah
illegal logging.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dentgmahnya

penegakan hukum, di mana pihak penegak hukumahbesurusan
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dengan masyarakat lokal atau pemilik alat trariappkayu. Untuk

para cukong kelas kakap yang beroperasi di ddemdi luar daerah
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tebangan, masih sulit untuk menjerat  mereka dergdentuan-
ketentuan hukum yang berlaku. llegal loging makam kejahatan
dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangamhutalik negara
atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai jem&ayu.

Polri memiliki peran vital, dalam melakukan pengaam hutan,
oleh karena itu diperlukan upaya serius dari keman untuk
melakukan penegakan UU kehutanan terkait upaysyiéik dalam
menangani pemungutan hasil hutan tanpaizin di KafempMalang,
dari hasil wawancara dengan Kapolsek yang menyataka

“upaya yang sudah kami lakukan, pertama, sosialidasgan

memasang spanduk di depan Polsek, kedua, sasidbisrsama-

sama dengan dinas Kehutanan Kab.Malang ketigagae
penegakan UU kehutanan, diharapkan dengan ppesssdikan
yang telah saya lakukan dapat memberikan efekpada pelaku
dan sekaligus memberikan peringatan bagi yamagpyai, terakhir

Keempat mengajukan penambahan Jumlah anggotaakikeai

Besar Polri.*

Berdasarkan data yang diperoleh pada interviemg ydilakukan
oleh peneliti, terkait upaya Penyidik dalam meggan pemungutan
hasil hutan tanpa izin di Kabupaten Malang, tpatidiga upaya yang
sudah dilakukan. Pertama, sosialisasi dengan ssergaspanduk di

depan Polsek, kedua sosialisasi bersama-sama armledmas

Kehutanan Kabupaten Malang dan melakukan penegdibhn

> Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember
2013 Pukul 10.30
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kehutanan, serta Keempat, penambahan jumlah anggotdarkas
Besar Polri.
4.1.8. Lahan yang Digunakan

Lahan merupakan bagian dari daratan dari perumbkaan sebagai suatu
ligkup fisik yang meliputi tanah beserta segenagtdia yang mempengaruhi
penggunaanya seperti iklim, relief, geologi danrdiimgi yang terbentuk secara
alami_maupun akibat pengaruh dari manusia. Lahatarpann dalam hal ini
merupakan lahan yang digunakan oleh petani unt@haugpertanian. Lahan
pertanian yang ada dalam penelitian ini merupakhan pertanian milik petani
sendiri yang dimana dalam lahan pertaniannya digamantuk menanam pohon.
Hal ini sesuai dengan hasil kutipan wawancara denganilik lahan pertanian
Bapak Suyatno seperti berikut:

“ untuk lahan yang saya gunakan dalam penanamaonpati saya

menggunakan lahan milik sendiri mbak, karena detegjaan milik sendiri

saya akan lebih mudah untuk melakukan apapun dpé&awatan pohon
maupun pada sat saya melakukan penebangan p&hon”.

Lahan pertanian yang digunakan dalam penanamannpotidk petani
sendiri ini juga memiliki perlindungan dalam huku®esuai dengan undang-
undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindunganpadanberdayaan petani.
Dimana oerlindunga petani merupakan segala upayak umembantu petani
dalam mengahadapi permasalahan kesulitan mempepotetarana dan sarana

untuk produksi, kapasitas usaha resiko harga, lkdgaganan, praktik ekonomi

biaya tinggi dan perubahan iklim. Semua hal yardgkdkan oleh petani juga

’® Wawancara terhadap Bapak Suyatno (Pemilik Lahan Pertanian) pada tanggal 05 Desember
2013 Pukul 13.00
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memiliki perlindungan hukum hal ini sesuai dengasihwawancara dengan

kapolsek kabupaten Malang seperti kutipan berikiut i
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“ untuk lahan petani, usaha petani semua juga rRerpérlindungan
hukum, khusunya lahan petani milik sendiri juga nii&nperlindungan
dalam hukum. Dimana banyak lahan petani milik sengiang
disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum, hal dilakukan jika
sewaktu-waktu terjadi suatu hal seperti sengketahtanaka lahan tanah
miliki petani ini memilki kekuatan hukum™.

Berdasarkan uraian diatas bahawa lahan pertaniag digunakan petani
untuk memanam pohon ini merupakan lahan milik pesendiri. Dimana pada
lahan pertanian pilik petani ini juga memiliki kekka hukum yang sama. Lahan
pertanian yang ada sudah memiliki sertifikat tasahingga lahan yang digunakan
memilki kekuatan hukum, jika terjadi sesuatu kdsatadalam penebangan pohon
maupun pemanenan maka lahan tersebut memiliknpleligan hukum.

4.1.9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor fuif2008 tentang Tata
Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang BeblmalHutan Hak
dan Tanah Milik

a. Pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dam lmak dan/atau
tanah milik berpengaruh nyata terhadap upaya-upayak mewujudkan
pelestarian fungsi hutan dan kawasan lindung semservasi tanah dan
air;

b. Disamping pengaruh tersebut di atas, pemanfaatanpdeedaran kayu

yang berasal dari hutan hak dan/atau tanah milipdmgaruh juga

terhadap usaha industri primer hasil hutan kayuusama perkayuan;

"7 Wawancara terhadap Bapak Yusuf (Kapolsek Kabupaten Malang) pada tanggal 05 Desember
2013 Pukul 10.30

<C
=
2
:




L]

.aC.|

ub

-

—
—
o
el
“
o
=
[« B ]
j——

87

c. Penatakelolaan, pemanfaatan dan peredaran kayubgaagal dari hutan
hak dan/atau tanah milik semata mata dimaksudk&mkumeningkatkan
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saaimiserta membuka
lapangan kerja yang berdampak pada semangat pemr@ngehutanan
berbasis masyarakat;

d. sehubungan dengan maksud huruf a, b dan ¢ konsidesaimbang ini,
maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Ké&oupsialang
tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran ¥ayy Berasal dari
Hutan Hak dan/atau Tanah Milik;

Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 8, dapat dijelabkliwva penebangan
pohon dari hutan hal dan atau tanah milik wajib dagratkan izin dari Dinas
Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas nampatiBrang disesuaikan
dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkayan Ralam penebangan
pohon di lahan yang berfungsi sebagai lindungkdkan secara selektif dengan
cara tebang pilih. Selain itu, penebang pohon wajgmperhatikan keamanan
keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanagsdw, keberlanjutan fungsi
sungai dan sumber mata air, serta keanekaraganyati.tdal ini sesuai kutipan

wawancara dengan Kepala Dina Kehutanan Kabupatésmilaeperti berikut:

“‘iya untuk perlindungan dalam penebangan pohoragadah milik
wajib maka penebang harus meminta izin kepada Xelastanan dan
harus memenuhi prosedur dalam penebangan poham.ldgii kalau
dalam penebangan pohon merupakan pada lahan reiidnipsendiri
mereka memilki hak kapan saja untuk melakukan pemgdn pohon
tanpa harus izin kepada Dinas Kehutuafian”

’® Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013
Pukul 10.30
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Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengarga yang juga

memilki lahan sendiri seperti berikut:

“ kalau perosedur penebangan pohon yang sesuaaddPgrda saya
juga sudah memahami mbak, karena pihak pemerin&ings
memberikan sosialisasi kepada kami para penebahgnpmaupun

petani tentang peraturan penebangan pohon di tan&hpemerintah.

Ya kalau lahan milik sendiri untuk penebangan polgang sesuka
saya mbak kapan pun saya mau melakukan penebafigan”.

Berdasarkan uarain diatas maka dala Perda Nomexh@nT2008 baha
diungkapkan tentang peraturan dalam penebangamp&esuai Perda Nomor 9
Tahun 2008 pasal 9,untuk mendapatkan izin penebampghon dari Dinas
Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat, pemohab wegnunjukkan bukti
kepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang sédddeeah lokasi lahan dan
pohon yang benas, serta berita acara pemeriksdemm feerdiri dari Tim/Petugas
yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan atau Desa/Kbamasetempat. Selain itu,
pemegang izin tebang wajib melaporkan hasil pergdrandan lokasi
penampungan kayu hasil tebangan pada Dinas Kehut@iaa Desa/Kelurahan

setempat.
4.1.10. Prosedur Strategi dalam Penebangan Pohon

Strategi dalam penembangan pohon di Kabupaten Malaemiliki
prosedur dan presyaratan yang harus dilakukan isabelelakukan penebangan

pohon yaitu:

1. Syarat-syarat Permohonan Izin

a. Foto copy KTP Pemohon.

”® Wawancara terhadap Bapak Sutrisno (Warga Setempat) pada tanggal 04 Desember 2013 Pukul
13.00
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b. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati melalupake Dinas

Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.
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c. Foto lokasi pohon yang akan ditebang.

d. Keterangan jumlah pohon yang akan ditebang.

e. Surat Pernyataan bersedia mentaati semua perayamag berlaku
diantaranya membayar retribusi, penggantian pohafaindiameter
terendah 0 s/d 50 cm keatas dengan pembayarahusetterendah
Rp.500.000 dan tertinggi Rp.800.000,- sesuai basdieaneter pohon.

f. Membayar biaya izin penebangan pohon bagi kepeaingjuan
tertentu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kdpialas Kehutanan

Kabupaten Malang sepeti berikut:
“untuk syarat-sarayat dan peraturan dalam penebgngzon yang kami
terapkan disini juga sudah kami sesuaikan dengasangiundang
pemerintah, kami juga membuat peraturan yang saragpdsat untuk

prosedur dan persyaratan untuk melakukan penebapghan pada

lahan milik wajib, dan semua peraturan ini harugatiihi oleh para

penebang”®

Izin penebangan pohon yang dikeluarkan oleh Kepaleas kepada
Pemohon untuk melaksanakan penebangan pohon abems p@ng dikuasai
Pemerintah dengan alasan-alasan tertentu, dildarnppohon yang keropos dan
yang sangat membahayakan. Dasar hukum adalah Rer&aerah No. 9 Tahun
2008 tentang tatakelola, pemanfaatan dan peredanranyang bersal dari hutan

hak dan tanah miliki.

% Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013
Pukul 10.30




90

L]

.aC.|

2. Instansi yang Memberi 1zin Penebangan Pohon

ub

a. Permohonan Penebangan

-

—
—
o
el
“
o
=
[« B ]
j——

Permohonan disampaikan oleh pemohon secara tertydisg

dilengkapi dengan (Dinas Pertamanan, Jakarta G¢pisedur

pelayanan penebangan pohon. News):

1) Nama dan jenis pohon

2) Ukuran pohon (diameter dan tinggi)

3) Lokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahaman jalan,
peta lokasi yang menggambarkan titik pohon yangudkan

4) Permohonan dapat disampaikan kepada Dinas Pertamana

b. Dinas Pertamanan
Menerima permohonan penebangan pohon yang disaampaik

oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan Bikas

Pertamanan, kemudian Kepala Dinas Pertamanan darahRenan

memerintahkan TP4 untuk melakukan Pembahasan Aevaighonan

dimaksud.

c. Suku Dinas Pertamanan

1) Menerima permohonan penebangan pohon yang disaampelih
pemohon maupun permohonan yang disampaikan mebaksi
Dinas Pertamanan Kecamatan.

2) Menerima permohonan penebangan pohon yag disampalkh
pemohon maupun permohonan yang disampaikan mebaksi

Dinas Pertamanan Kecamatan.
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3) Setelah menerima permohonan penebangan pohon, Sas

harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
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a) Men survey pohon dimaksud baik jenis, umur, ukudam
lokasi.

b) Melakukan analisis untuk menyimpulkan tentang pohon
dimaksud.

c) Memberikan rekomendasi beserta surat = permohonan
penebangan pohon dari pemohon kepada Kepala Dinas
Pemakaman dan Pertamanan

d) Membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas Partama
dan Pemakaman

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan skaff Dinas
Kehutanan Kabupaten Malang seprti berikut:

“kalau untuk mmebuatn persyaratan dalam penebaogiaon kami

juga akan bekerjasama dengan dinas petamanan karesas

penebangan juga akan mempengaruh dalam tata lelalla kahan,
sehingga pengambilan keputusan tidak hanya daa k@hutanan
saja melaiankan dari dinas pertamanan ji4a”.

Dan kemudian kepala seksi pertamanan kecamatart oegreerima
surat permohonan penebangan dan melakukan surviap&egan untuk
mendata pohon yang diusulkan ditebang besertaitokas

3. Penertiban Surat Izin
a. Surat izin ditandatangani oleh Kepala Dinas Penteama dan

Pemakaman setelah mempelajari Berita Acara rapéat TP

b. Surat izin memuat dengan jelas hal-hal sebagdkugeri

! Wawancara terhadap Bapak Huda (Staff Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013
Pukul 13.00
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1) Jenis, jumlah, dimensi dan lokasi pohon

2) Jenis, bentuk, waktu pelaksanaan kompensasi
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3) Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan dan waktu
pelaksanaannya
4. Penyampaian Surat Izin
Surat izin penebangan disampaikan kepada pemohdslalse
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan daralenan dengan
tembusan juga disampaikan kepada yang bersangkpdaa hari yang
sama.

5. Laporan Rencana Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan penebangan pemohon harusorkalagencana
pelaksanaan tersebut kepada pengelola wilayahdllaang bersangkutan, untuk
mendapat petunjuk teknis dan diberikan Surat TlR@Esgawasan sebagai unsur
pengawas yang mendampingi selama pengawasan. He¢dnai dengan hasil

wawancara dengan kepala Dinas Kehutanan sepeaiuber

“pembuatan laporan perencanaan penebangan pohanupathya juga
sangat penting, kami harus membuat rencana lampyaamalam
pelaksanaan penebangan pohon, semua kegiatan dweysi fdari
penebangan pohon samapi anggaran biayanya kites hmamyusun
laporannya dengan baik agar tidak ada kesalaifan”.

Berdasarkan uraian diatas dalam prosedur penebgmgaon memiliki
syarat-syarat mulai dari permohonan izin, pembardenoleh Dinas Kehutanana,
penyampaian tujuan, pemilihan pohon yang akan atgb dan penyusunan

rencana pelaporan.

% Wawancara terhadap Bapak Irawan (Kepala Dinas Kehutanan) pada tanggal 03 Desember 2013
Pukul 10.30
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L]

repository

bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyakmgnfaat yang dapat
diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyanggru-paru dunia.
Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyagdi ekologis,
ekonomis, dan social.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistemygrgga
kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjegguburan tanah,
mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikebagai penghasil
udara bersih, menjaga siklus makanan serta selewgiat pengawetan
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsoeksrhutan adalah
sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jakayadag terukur
maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan eddaebagai sumber
kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatarsaberubagi sebagian
masyarakat terutama yang hidup di dalam dan diaekutan. Hutan juga
mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dameptian demi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi linggon hidup
(Murhaini 2011: 10).

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menerapgpleran hutan
yang cukup besar dalam memelihara kelestarian nddo tatanan
lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakgat pendapatan
negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatanelestdrian sumber daya
hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengalolyang dapat menjaga

serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi ritegan generasi

<C
=
2
:




94

L]

.aC.|

ub

sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfdaitan diperlukan

konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanj(stastainable forest
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managementmelalui pengendalian dan pengawasan fungsi panjdalam
pemanfaatan pengelolaan hutan. Pengelolaan hutah yang akan lebih
ditekankan peneliti terkait perizinan menebang Ih&sitan yang ada
termasuk pohon.

Izin menebang pohon adalah upaya untuk mendaphadensi yang
bertujuan unutk menebang pohon yang dimaksud.ihzibertujuan supaya
pihak yang berkepentingan dapat mendapatkan hagetgah mematuhi
kewajibannya dengan cara memohon izin. Izin inijdkan kepada pihak
instansi yang terkait. Setiap daerah memiliki paratan izin yang berbeda-
beda. Dinas Kehutanan Kabupaten Malangpun sudalgahenya dengan
baik. 1zin ini wajib dimiliki oleh siapa saja bagerorangan maupun sebuah
instansi terkait. Apabila tidak dilakukan izin &lh dahulu makan dapat
dikatakan itu adalalilegal. Sehingga mereka dapat mendapatkan hukuman
atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 9 Tah08 pasal
8 menyebutkan bahwa penebangan pohon dari hutamdr@atau tanah
milik wajib mendapatkan izin dai Dinas KehutanaauaDesa/Kelurahan
setempat atas nama Bupati yang disesuaikan dengavenkngan
penerbitan dokumen pengangkutan kayu. 1zin penemdgn jenis pohon
yang akan ditebang dari hutan hak dan/atau tandik yang menjadi
kewenangan Dinas Kehutanan dan Desa/Kelurahan gatesiatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Sehingga penebangan kayu memang dibutuhkan setinakdrena
walaupun hanya beberapa kayu saja yang ditebanbag8e suatu
instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak mmsten hukum sebagai
pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakatladimakmur itu
dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat dikiet&t bagaimana gambaran
masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini bergpersyaratan-
persyaratan yang terkandung dalam izin merupakargepelali dalam
memfungsikan izin itu sendiri.

Perlindungan hutan melibatkan peran masyarakat yemtujuan
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitayapsadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidwgel sstsan ekonomi
kedalam strategi pembangunan guna menjamin keutirigktungan hidup
dan keselamatan, kesejahteraan, kemampuan serta huip generasi
masa kini dan generasi masa depan.

Tujuan dari perlindungan hutan dijelaskan secagagelalam Pasal
46 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehntayang
menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungamtdda konservasi
alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dgkulmgannya, agar
fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi praglukercapai secara
optimal dan lestari.

Berkaitan dengan keseluruhan teori di atas dapataskan bahwa
mekanisme penebangan pohon yang berasal dari Mnaanatau hutan
rakyat di Kabupaten Malang harus memenuhi prosedur mekanisme

sesuai alur peraturan menteri kehutanan sendig yiatasarkan pada UU.
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No. 41 tahun 1999. Segala perizinan harus melahaisdkehutanan dengan
tembuan Bupati.

Setelah melakukan perizinan maka dapat dilaksanpkaabangan
sesuai dengan tujuan serta target yang diinginldaingga pihak hutan
melakukan pengawasan dan pemantauan dengan sandal.nMengenai
keseimbangan antara teori dan pelaksanaannyahalsiti analisis peneliti
menjelaskan bahwa belum efektif secara maksimabkpahaan izin
menebang pohon di kabupaten Malang. Hal ini dikatan kurang
tegaknya aparat hukum serta banyaknya luas araa Katbupaten Malang
yang sulit dijangkau untuk diawasi.

Selama ini, praktik penebangan liar dikaitkan dendemahnya
penegakan hukum, di mana pihak penegak hukumahagryrusan dengan
masyarakat lokal atau pemilik alat transportasiuk Untuk para cukong
kelas kakap yang beroperasi di dalam dan didaarah tebangan, masih
sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuamked® hukum yang
berlaku. llegal loging merupakan kejahatan dibgl&ehutanan, yakni
melakukan penebangan hutan milik negara ataundb&hasa sehari-hari
disebut sebagai pencurian kayu.

Polri memiliki peran vital, dalam melakukan pengaam hutan,
oleh karena itu diperlukan upaya serius dari ksggan untuk melakukan
penegakan UU kehutanan terkait upaya Penyidik ndataenangani
pemungutan hasil hutan tanpa izin di Kabupaten Mala

Hutan yang ada di Kabupaten Malang sebagian bahyakn

yang dimiliki merupakan hutan dengan lahan milikdig. Dimana lahan-
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lahan hutan yang ada merupakan lahatan tanah nsatikliri dari Negara
maupun miliki perseorangan. Hutan yang ada diketelsendiri oleh

pihak perseorangan maupun perhutani.

Prosedur Penebangan Pohon

Apabila akan melakukan penebangan terhadap pohoiKathupaten
Malang harus memenuhi syarakat yang telah ditetapkeh Pemerintah Daerah
Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Permohonan Izin

a. Foto copy KTP Pemohon.

b. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati melalupake Dinas
Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

c. Foto lokasi pohon yang akan ditebang.

d. Keterangan jumlah pohon yang akan ditebang.

e. Surat Pernyataan bersedia mentaati semua perayamag berlaku
diantaranya membayar retribusi, penggantian pohafaindiameter
terendah 0 s/d 50 cm keatas dengan pembayarahugttterendah
Rp.500.000 dan tertinggi Rp.800.000,- sesuai basdieaneter pohon.

f. Membayar biaya izin penebangan pohon bagi kepeaingijuan
tertentu.

Izin penebangan pohon yang dikeluarkan oleh Kepalzas kepada

Pemohon untuk melaksanakan penebangan pohon abes p@ang dikuasai
Pemerintah dengan alasan-alasan tertentu, dildarppohon yang keropos dan

yang sangat membahayakan. Dasar hukum adalah Rer&aerah No. 9 Tahun
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a. Instansi yang Memberi 1zin Penebangan Pohon
b. Permohonan Penebangan
Permohonan disampaikan oleh pemohon secara tertysisg
dilengkapi dengan (Dinas Pertamanan, Jakarta G¢pisedur
pelayanan penebangan pohon. News):
1. Nama dan jenis pohon
2. Ukuran pohon (diameter dan tinggi)
3. Lokasi pohon (wilayah kota, kecamatan, kelurahamanjalan,
peta lokasi yang menggambarkan titik pohon yangudkan
4. Permohonan dapat disampaikan kepada Dinas Pertamana
5. Dinas Pertamanan
Menerima permohonan penebangan pohon yang disaampaik
oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikan Suk
Dinas Pertamanan, kemudian Kepala Dinas Pertamdaan
Pemahaman ~ memerintahkan TP4 untuk  melakukan
Pembahasan Awal permohonan dimaksud.
6. Suku Dinas Pertamanan
1) Menerima permohonan penebangan pohon yang disaampaik
oleh pemohon maupun permohonan yang disampaikaaunel

Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.
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2) Menerima permohonan penebangan pohon yang disaampaik
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Seksi Dinas Pertamanan Kecamatan.
3) Setelah menerima permohonan penebangan pohon,Choksl
harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan survey pohon dimaksud baik jenis, umur,
ukuran dan lokasi.
2. Melakukan analisis untuk menyimpulkan tentang pohon
dimaksud.
3. Memberikan rekomendasi beserta surat permohonan
penebangan pohon dari pemohon kepada Kepala Dinas
Pemakaman dan Pertamanan
4. Membuat surat pengantar kepada Kepala Dinas
Pertamanan dan Pemakaman
Dan kemudian kepala seksi pertamanan kecamatarn oegpeerima
surat permohonan penebangan dan melakukan survip&egan untuk
mendata pohon yang diusulkan ditebang besertaifolas
a. Penertiban Surat 1zin
b. Surat izin ditandatangani oleh Kepala Dinas dPeanan dan
Pemakaman setelah mempelajari Berita Acara rapéat TP
c. Surat izin memuat dengan jelas hal-hal sebagdkiteri
1. Jenis, jumlah, dimensi dan lokasi pohon

2. Jenis, bentuk, waktu pelaksanaan kompensasi
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3. Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan dan waktu

pelaksanaannya
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c. Penyampaian Surat 1zin
Surat izin penebangan disampaikan kepada pemohdslalse
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertamanan daralenan dengan
tembusan juga disampaikan kepada yang bersangkpd@a hari yang
sama.
d. Laporan Rencana Pelaksanaan
Sebelum pelaksanaan penebangan pemohon harus orkalap
rencana pelaksanaan tersebut kepada pengelolaahflajaerah yang
bersangkutan, untuk mendapat petunjuk teknis dia@ritan Surat Tugas
Pengawasan sebagai unsur pengawas yang mendampéalgina

pengawasan.

Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 8, dapat dijelabkhwa penebangan
pohon dari hutan hal dan atau tanah milik wajib dagatkan izin dari Dinas
Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat atas narmatiBrang disesuaikan
dengan kewenangan penerbitan dokumen pengangkayan Ralam penebangan
pohon di lahan yang berfungsi sebagai lindung kdkan secara selektif dengan
cara tebang pilih. Selain itu, penebang pohon wajgmperhatikan keamanan
keselamatan masyarakat, potensi banjir dan tanagsdo, keberlanjutan fungsi

sungai dan sumber mata air, serta keanekaragamat.ha

Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2008 pasal 9,untuk matida izin
penebangan pohon dari Dinas Kehutanan atau Desa#kein setempat,

pemohon wajib menunjukkan bukti kepemilikan/pengaaslahan dan pohon
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yang sah, peta/denah lokasi lahan dan pohon yangsbeserta berita acara
pemeriksaan pohon berdiri dari Tim/Petugas yangnflik oleh Dinas Kehutanan
atau Desa/Kelurahan setempat. Selain itu, pemegamy tebang wajib

melaporkan hasil penebangan dan lokasi penamputaganhasil tebangan pada

Dinas Kehutanan atau Desa/Kelurahan setempat.

4.2.1. Penegakan Hukum llegal Logging

Bagaimanapun upaya penanggulangan suatu kejahdsnterlepas dari
kebijakan pidana atau criminal law policy. Suatahs untuk mewujudkan suatu
peraturan perundang-undangan pidana yang sesugaméeadaan dari situasi
pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datagmCkebijakan pidana ini
secara operasional harus melengkapi unsur-unsuagaelberikut: pertama,
kebijakan legislatif yaitu tahapan perumusan/pengas hukum pidana. Kedua,
kebijakan yudikatif yaitu tahap penerapan hukumapalKetiga, kebijakan
eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidanasrfiBroto, 1999:11).Namun,
sebaik peraturan hukum yang dipersiapkan belum tdapanjadi jaminan
bilamana dalam penerapannya tidak dilakukan dalaatussistem peradilan

pidana yang terpadu.

Misalnya, Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun71%ntang
kepolisian, telah disebutkan mengenai tugas danewamgnya yang antara lain:
(a) selaku alat negara, polisi sebagai penegak rhuknemelihara serta
meningkatkan tertib umum (b), melaksanakan tuga®lisan selalu pengayom
dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepadgarakat bagi tegaknya

ketentunan peraturan perunang-undangan; (c), @star& lebih khusus, peran
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polisi dalam penegakan hukum, diatur dalam pasaritdra lain (a) melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindgkigilana sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan peraturan prundang-undangannya; (b)

menyelenggarakan identifikasi  kepolisian, kedokterakepolisian, dan
laboratorium forensik sertta psikologi Kepolisiamtuk kepentingan tugas

Kepolisian, dan (c) memelihara ketertiban dan mama&eaman umum.

Dalam tingkat kedua, hasil penyelidikan dan perkgadi polisi ditindak
lanjuti oleh pihak kejaksaan untuk melakukan peatanSebagai penuntut
umum, Pasal 30 UU. No. 16 Tahun 2004 tentang KemksRl menyebutkan

sebagai berikut: Dibidang pidana, kejaksaan memgiungas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengagidag telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putigamapbersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepgafagys

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana teuteberdasarkan
undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itpatdamelakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pdagagang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidikjalarsebagainya.

Dalam konteks ini, jaksa sebagai penuntut umum éeawg untuk
melakukan penuntutan terhadap kejahatan illegaihog Suatu perbuatan yang

dilakukan secara individula atau korporat, perbuatmng mengakibatkan
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pengrusakan hutan yang berdampak negatif salamysatadalah kejahatan
penebangan liar (illegal logging) yang merupakagiaan penebangan tanpa izin
dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan fllegal logging) ini
merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap isiondutan setelah

penebangan, karena diluar perencanaan yang tedaliSackardi, 2005:74)

Dalam tahap ketiga, peradilan yaitu hakim hakimflbegsi memeriksa
alatalat bukti, saksi-saksi, keterangan, dan pamgakainnya yang diharuskan
oleh Kitab Undang Hukum Acara Pidana 1981. Bahkalard kondisi tertentu,
proses permualaan dari suatu kasus sudah muldatieln adanya pengacara. la
bertugas untuk melakukan pengawalan dan pengawésdwadap hak-hak
terdakwa dalam penyelidikan dan penyidikan. Jarsganpai, hak-hak dasar dari
terdakwa tidak terlindungi karena tekanan pihak agak hukum sebagai

perwakilan dari kekuatan negara.

Dengan demikian, keterlibatan polisi dalam melakuganyelididikan dan
penyidikan, keterlibatan jaksa sebagai penuntutrardalam mempersiapkan dan
membuat dakwaan. Tersedianya alat-alat bukti yaafid vdan sah, serta
pemahaman hakim terhadap kasus dan ketelitiannigandpemeriksaan antara
pengujian norma hukum merupakan prasyarat pented mencari kebenaran

materiel secara umum, dan khususnya dalam kasus-kkgjal logging.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didap&esimpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Mdldal mengikuti
aturan-aturan sebagaimana yang ditentukan. Hal disebabkan oleh
banyaknya luas area hutan Kabupaten Malang yanigdsangkau untuk
diawasi, kurang tegaknya aparat hukum, masyarafayayg juga belum
sadar hukum.

2. Pelaksanaan izin menebang pohon di Kabupaten Mdb@hgm efektif,
karena terbatasnya aparat hukumnya, dan belum adseryidik Pegawai
Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupd#alang.

3. Kendala pelaksanaan penebangan pohon di KabupaEmdyimeliputi :

a) Sumber daya manusia (SDM), karena minimnya jumiah i@ndahnya
kualitas sumber daya manusia.
b) Sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalaenjafankan

tugasnya, sarana atau fasilitas yang terbatasdiamityki.
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Berdasarkan kesimpulan diatas didapatkan bebsepa antara lain:
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1. Terkait dengan persoalan pertama yaitu pelaksazaamenebang pohon,
maka solusi yang diberikan untuk pemegang hak dalam memenuhi
peraturan sesuai dengan izin yang dimiliki adakthih sadar hukum dan
tatap peraturan. Dalam pelaksanaaan perizinan umiikkm pelanggaran
penebangan phon harus lebih ditegakkan lagi damshzenar-benar sesuai
dengan undang-undang yanga ada. Dan penegakan hudalam
pelanggaran yang ada harus benar-benar dilakukark semua kalangan
atau masyarakat yang melakukan pelanggan hukunmdaknebangan
pohon.

2. Terkait dengan persoalan kedua yaitu efektifitdaksanaan izin menebang
pohon, maka solusi yang diberikan untuk aparatksal@a PERDA adalah
supaya lebih efektif dalam pelasanakan izin pengdnanpohon harus
dengan tegas melaksanakan sesuai dengan ketergngntertulis dengan
tidak melihat hal-hal lain yang dapat menggangtanjaya peraturan.

3. Terkait dengan persoalan ketiga yaitu mengenai &arddendala, maka
solusi ditujukan untuk aparat penegak adalah hukaras lebih ditambah
lagi jumlah sumber daya manusia untuk menanganal&lean dalam

penegakan hukum dan memebrikan fasilitas untukrbpdaegak hukum.
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bertanya beberapa hal
mengenai pemanfaatan
kayu hasil dari hutan dan
apakah sudah sesuai

dengan perda yang berlaku.

ol
— Narasumber Bapak DA
>
i—
g No Jenis Temuan Bapak DA
’ L * e ]
g_ 1 Selama pagi, saya ingin Selamat pagi, iya silakan apa yang mau
=5
-

ditanyakan, saya akan membantu semampunya

ya...

a. Bagaimana dengean
kayu yang memang

diperjualbelikan pak?

“Jadi begini, kalau masalah kayu yang akan
diperjualbelikan dan dikomersilkan harus ada
ijin resmi penebangan (SIP), dokumen angkutan
berupa nota angkut lalu dikasihkan kepala desa
atau perangkan desat setempat pokoknya

harus ada tembusan dari Dinas Kehutanan saja”

b. Apakah ada  aturan
tentang hasil hutan
rakyat atau seperti apa

pemanfaatannya?

“lya kita ada aturan yang menangani hasil
hutan utamanya kayu yang ditebang.
Administrasi pemanfaatan hasil hutan rakyat
memang harus diatur agar hasil hutan yang
diperoleh dan dimanfaatkan benar-benar
berasal dari hutan milik rakyat dan selain
daripada itu juga memperoleh manfaat yang

optimal atas lahan hutan rakyat tersebut”.

c. Apa saja vyang harus
dipersiapkan atau
diperlukan sebelum
mengkomersilkan kayu

dari hasil penebangan?

“Baik, sebenarnya dalam pemanfaatan hasil
hutan khususnya dalam penebangan kayu
rakyat yang akan dikomersilkan atau
diperjualbelikan, ada beberapa hal yang harus
diperhatikan, seperti surat ijin penebangan
(SIP), legalitas kayu, apakah sudah membayar
kewajiban kepada pemerintah, dan lain
sebagainya, intinya adalah dasar pemanfaatan

kayu rakyat tersebut harus jelas”.
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d. Apa vyang dimaksud

dengan Penerbitan
SKAU secara self
assessment
sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), wajib
melaporkan hasil
tebangan produksi
pada hutan hak
miliknya kepada Kepala
Desa/Lurah atau
Perangkat
Desa/Kelurahan

setempat?

“lya jadi begini selain diperbbolehkan
menebang untuk digunakan sendiri
adapula yang dikomersilkan. Ketiga
dokumen itu jadi yang paling utama
dalam melakukan perizinan jadi saling
dibutuhkan namun mengenai nota
angkutan disesuaikan dengan
kebutuhan si penebang apakah kayu
tersebut digunakan sendiri atau
dikomersilkan. Hal ini tujuannya
supaya penatausahaan hasil hutan bisa
sistematis sesuai dengan aturan yang
berlaku”

e. Dijelaskan dalam Pasal

18 ayat 4 Peraturan

Menteri Kehutanan
Republik Indonesia
Nomor

P.30/MENHUT-I1/2012.
Apakah itu sudah
diterapkan oleh dinas

kehutanan?

“lvya dong harus selalu ada
pemantauan apalagi wilayah
Kabupaten Malang kan luas jadi
hukumnya wajib sekali melalukan
pengawasan serta pengendalian di
setiap wilayah Kabupaten Malang”
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Narasumber Bapak Irawan

No

Jenis Temuan

Bapak Irawan

Assalamualaikum
Bapak. Selamat pag
Saya ingin
mengajukan beberaf
pertanyaan terka
dengan penelitian yan
lakukan

saya yaitl

penebangan hutan.

Waalaikumsalam. lya mbak.
i.berusaha menjawab pertanyaan yang nj
ajukan untuk saya. Mari kita mengobrol
alalam saja mbak.

t
g

S—

lya terimakasih bapak
Pertanyaan pertam
Untuk

penebangan kayu da

bapak.

hutan yang dilakuka
selama ini  masu
kategori pribadi atal

yang bagaimana pak?

(.“lya untuk penebangan kayu yang terjadi hg
aerdasarkan pengkategorian,
pertama terkait penggunaannya pribadi

rmelaporkan kepada Kepala Desa setempat
ntembusannya kepada KCDK atau UPTD Di
K Kehutanan Kabupaten Malang, jadi pihak di
ibisa mengecek lokasi penggunaan kayu

sudah ditebang dari hutan tersebut”

Kemudian pertanyaq|
kedua pak, bagaimar
dengan masala|
perizinan untuk
angkutan hasil huta
dari hutan hak yan

berlaku?

dwtan sudah ada peraturannya dan itu K

gsedang berlaku”

Bapak, kalau masalahlya memang benar perlu adanya legali

legalitas

dan pemanfaatan kaythutan, mengenai pemanfaatan kayu hutan

sebenarnya sudah a

atau belum pak?

penebangdrdalam penebangan dan pemanfaat kayu

dpenebangan pohon kan ada 2 satunya digun

sendiri satunya dikomersilkan nah dis

legalitas nota angkutan digunakan sebagai s

Saya ak

an
bak
di

rus

untuk  kategori

tu

dan

has

nas

ang

n“Jadi begini masalah perizinan angkut hasil

ami

hsesuaikan dengan peraturan yang ada dimana
setiap perizinan harus ada surat keterangannya

hserta wajib dilengkapi nota angkutan yang

tas
dari
atau
akan
ini
alah
dari

satu perizinan dalam menebang pohon
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= 4. Bapak, dalam Nah iya itu mbak jika ingin melakukgn

[= 5]

S penebangan yangpenebangan pohon harus ada izin yaitu be(upa
berasal dari hutapbukti yang sah terkait bukti

rakyat, apakah adakepemilikan/penguasaan lahan dan pohon yang
prosedur tertentu yangsah, berita acara serta denah lokasi yang sudah
harus dipenuhi? ditunjuk dinas Kehutanan jadi izinnya memagng
harus memenuhi semua syaratnya tapi kglau
pohon itu diangkut kalau tidak ya izinnya bisa

diperjualbelikan pihak hutan

5. Setelah mendapatkarlya pastinyalah dong mbak. ltu sudah

izin dalam penebangdmmerupakan masuk dalam prosedur. Prosedur
hutan rakyat ya pak,yang dilakukan yaitu harus ada nota angkutan
apakah ada prosedusama nota penggunaannya sendiri yang |juga
dalam pengangkutanbisa pake SKAU. Semua harus ada dan Jadi
hasil hutan yang sudaghsyarat dalam dokumen pengankutan hasil hutan

ditebang tersebut? hak di Kabupaten Malang

6. Jika dalam masalahlya mbak/mas harus mengikuti mekanisme yang
penatausahaan kaywada dalam penatusahaan kayu rakyat. Ada
rakyat. Apakah adabeberapa alur yang harus diikuti. Alurnya yang
mekanisme  tertentupertama yan ada permohonan SIP dari daftar
dalam penatausahaaklem untuk melakukan penebangan lalu baru
kayu rakyat, bapak? | dilakukan pengumpulan melalui laporan hasil

produksi. Setelah itu dicek kayunya memenuhi
standart atau tidak sesuai jenisnya kalau Ya|lalu
pengetokan kayu oleh BAP TOK kemudian

baru dilakukan pengangkutan melalui SKSHH

KR. Namun kalau tidak ya hanya sampai tahap

pengumpulan aja. Yang jelas semua akan

berurusan dengan dinas perhutani Kabupaten
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Malang

Pertanyaan

terkahir

yan

pak.

Bagaimanakah

efektifitas pelaksanaanauh dari standar regulasi yang ada. De

izin dalam meneban

pohon di

Malang?

Kabupate

gHarus ada pelaksanaan peran polisi kehutanan
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
yang tidak bisa dipungkiri bahwa masih sangat
Jgan
gmengerahkan plisi hutan Kabupaten Malang
nyang diantaranya yaitu Jumlah personil Palisi
Hutan Kabupaten Malang berjumlah 66 orang,
belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat)
pembentukan Polisi  Kehutanan,  Untuk
mencegah tindak pidana illegal logging |di
Kabupaten Malang di tempatkan masing-
masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap
pos kecamatan, Frekuensi kunjungan |ke
lapangan Polisi Hutan Kabupaten Malang hanya
tiga kali dalam sebulan dan operasi kewilayahan
bersama Polres Malangdilakukan satu kali

setahun
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— Narasumber : Kapolsek
>
i—
g No Jenis Temuan Kapolsek
’ L * e ]
g_ 1 Selama pagi, saya ingin Selamat pagi, iya silakan apa yang ingin anda
=5
-

bertanya mengenai tanyakan.
keamanan dan ketertiban
yang terkait dengan

penebangan hutan.

a. Apakah selama ini juga | “Jadi ada ya laporan seperti itu, sesungguhnya

menerima laporan dari
warga mengenai
penebangan kayu tanpa
ijin dan  merugikan

dinas kehutanan?

berdasarkan keterangan warga, masih banyak
pembalakan liar yang terjadi di areal hutan
karena sulitnya medan dan terbatasnya
anggota di lingkungan Polsek hal ini yang
menghambat penegakan hukum
pemberantasan penebangan pohon tanpa izin

”

yang berlaku .

b. Laporan vyang diterima

pastinya mendapat
tindakan penanganan,
nah tindakan seperti
apa yang bapak lakukan
untuk masalah

penebangan liar ini?

“lya betul laporan dari warga, kami tindak
lanjuti untuk kemudian kami buat poin-poin
yang harus dilakukan, nah upaya yang sudah
kami lakukan, pertama, sosialisasi dengan
memasang spanduk di depan Polsek, kedua,
sosialisasi bersama-sama dengan dinas
Kehutanan Kab.Malang ketiga, dengan
penegakan UU kehutanan, diharapkan dengan
proses penyidikan yang telah saya lakukan
dapat memberikan efek jera pada pelaku dan
sekaligus memberikan peringatan bagi yang
lainnya, terakhir Keempat mengajukan
penambahan Jumlah anggota ke Markas Besar

Polri.”
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— No Jenis Temuan Warga
L = ]
g_ 1 Selamat pagi, saya ingin
(=B
R

bertanya terkait siapa saja
yang memanfaatkan kayu di
hutan dan siapa saja yang
biasanya melakukan

penebangan.

a. Biasanya siapa yang | “lya jadi, penebangan di daerah hutan biasa
melakukan penebangan | dilakukan oleh warga sini, tapi jumlahnya tidak
kayu disini dan | boleh banyak., tapi ada warga memang disini
dimanfaatkan untuk | yang mengambil kayu dihutan untuk
apa? membangun rumah, saya menggunakannya

untuk kayu bakar, sebagian digunakan dan

sebagian lainnya di jual di Pasar.”

<
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2
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